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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja Pengadilan Megen Meureudu Tahun
2024 ini dapat tersusun tepal wakiu sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada seliap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi
organisasi

Laporan Kinera Pengadilan Megeri Meureudu Tahun 2024 merupakan
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF)
sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam
Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk member informasi
mengenal capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam
menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran
sirategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan
bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk
perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Laporan Kinerna Tahun 2024, Kami menyadari bahwa
laporan kinerna ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan
saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat
dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Meureudu yaitu mendukung
terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu yang agung.




Laporan Kinerja Pengadilan Neger Meureudu tahun 2024 merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerfa Tahun 2024
Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024
adalah penjabaran dan visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam
Rencana Stralegis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024. Substansi penyusunan laporan kinerja didasarkan pada hasil-hasil
capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Pengadilan Negeri Meureudu telah menetapkan 4 Sasaran Strategis
yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan
Kinerja Tahunan 2024. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 14
Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator
Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada seliap sasaran sirategis
pada Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ;

Target | Realisasl Capalan

No  Sasaran Strategis Indikator Kinerja By ) o
Terwujudnya ;iumim.nﬁ-uhi 100 | 100 100
1 Peradilan yang yang Diselesakan Tepat !
M &l ot 8 e
dan Akuntabel Persentase Perkara Pidana 100 100 | 100
yang Diselesaikan  tepat
Wiakiu
' Keadilan Restorati!
R Persentase FPerkara yang 90 2@ 9531 9478
Tidak Mengajukan  Upaya
Hukum Banding
 Persentase Perkara Yang 82 100 108,70
, Tidak  Mengajukan  Upaya | i
Persentase Perkara Anak 25 0 0

yang Diselesaikan dengan
Diversi



index Persepsi Pencari 90 99,92
| Keadilan  yang Puas

Terhadap Layanan Peradilan
Rata-rata Capalan Sasaran Strategis 1
2  Peningkatan  Persentase Salinan Putusan 100 100
Efektvias  yang Disampaikan ke Para
Pengelolaan | Pihak
Penyelesalan | Tepat Wakiu
| e T 5
- Diseleaaican Meisis Medkasi
'Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2
Akses Peradilan | yang Digelesaikcan
' bagiMasyarskal  Persentase Perkara yang NA | NA
Miskin dan Diselesaikan di Luar Gedung
Terpinggirkan Pengadilan
© Persentase Pencari Keadlan 100 @ 100
| Golongan  Tereniu  yang
 Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 =
4, | Meningkatnya Persentase Pulusan Perkara B0 100
Kepatuhan - Perdata yang Ditindak lanjuti
terhadap Putusan  (Dieksekusi)

Rata-rata Capaian Eﬂlﬂn Elnh_ -_ﬁ-l '.i“ —

Total Capaian Sasaran Strategis

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, Pengadilan
Neger Meureudu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dar pencapaian target indikator
kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan Rala-rata capaian sasaran
strategis 1 sebesar 85,75%, rala-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 50%,
rata-rata capaian sasaran sirategis 3 sebesar 100% dan rata-rata capaian
sasaran strategis 4 sebesar 125% Keberhasilan capaian tersebut didukung

oleh beberapa faktor diantaranya

111,02

85,75
100

100

00
125



1)
2)
3)
4)

3)
6)

7)
8)

Adanya kebijakan dan SOP yang diterapkan

Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan pimpinan.

Adanya peningkatan kualitas putusan hakim

Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana
dan iaya nngan

Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS,
SIPP dan MIS

Peningkatan kompetensi SDM

Adanya hubungan kerja sama yang baik antar pegawai

Dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagal faktor penunjang
dalam melaksanakan kegiatan

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pencapalan target kinera atau

fujuan adalah ;

1)

2)

3)
4)

5)
B)

Penyelesaian perkara yang masih melebihi batas wakiu sesuai dengan
SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan.

Masih tingginya angka perkara yang mengajukan upaya hukum
banding.

Belum diterapkannya evaluasi kinerja secara maksimal
Masih kurangnya SDM baik teknis maupun non teknis

Sistem reward dan punishment belum berjalan dengan maksimal,
Anggaran yang disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sangat
terbatas sehingga beberapa sarana dan prasarana tidak bisa dipenuhi
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholder
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Megeri Meureudu merupakan Peradilan Tingkat Perlama
yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagal salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal
ini Pengadilan Megeri Meursudu terkait birokrasi penyelanggara kekuasaan
kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung Rl
secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meureudu
dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan
Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan
organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Rl Momor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi
Negara/Kepemenntahan sesual dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor XI/MFR/1598 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 lentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam
pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada
dipercayakan kepada publik

Pengadilan MNegeri Meureudu sebagai bagian dari unit kera
penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung RI
dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas kinera lembaga peradilan
menindaklanjuti Surat Sekretans Mahkamah Agung Rl Nomor 4505/SEK/
OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen
SAKIP.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung
|awaban Pengadilan Negen Meureudu dalam melaksanakan tugas dan fungsi
selama Tahun 2024 yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinera yang disusun berdasarkan rencana kena yang ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan Belanja Megara (APBN).
Laporan Kinera tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinena Instansi Pemenntah, dan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SKIXIN2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Hasil dari laporan kinerja ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan
seluruh jajaran Pengadilan Negeri Meureudu dalam mencermati berbagai
permasalahan sebaga bahan acuan dalam menyusun program di tahun
benkutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih
fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Undang-Undang Momor 19 Tahun 1969, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir
Undang-undang MNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Fengadilan Negen Meureudu sebagai lembaga peradilan dan pelaksana
kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan
yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam
perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut
sebagai berikut
1. Kedudukan Pengadilan Negeri Meureudu
Pengadilan Negeri Meureudu dengan merujuk ketentuan Pasal 2, Pasal
3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1985 tentang Peradilan Umum yang felah diubah dan diganti dengan
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Momor 49
Tahun 2009, berkedudukan di Kabupaten Pidie Jaya yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencan keadilan pada umumnya dalam
daerah hukumnya yang meliput seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya
Jika dilihat dan struktur organisasi peradilan di Indonesia, Pengadilan
Negen Meureudu merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan
peradilan umum berada di bawah Pengadilan Tinggl Banda Aceh sebagai
peradilan tingkat banding sekaligus kawal depan bagi Mahkamah Agung RI
yang merupakan peradilan tertinggi bagi seluruh lingkungan pengadilan.




2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Meureudu

Pengadilan Negeri Meureudu sebagai lembaga peradilan yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah
hukum Kabupaten Meureudu, mampunyai tugas dan weweanang manerima,
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan di tingkat
pertama baik perkara pidana maupun perkara perdala sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1870 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali medalsi Undang-Undang
Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut
juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008
tentang Peradilan Umum.

3. Fungsi Pengadilan Negeri Meureudu
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Meureudu antara lain :

* Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadii dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama

+* Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun
administrasi perencanaanfeknologi informasi, umum/periengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

¥ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan fingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan.

v Fungsi nasehat, yakni memberikan perimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintan di daerah hukumnya, apabila
diminta.




¥ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/
teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksana,
dan keuangan / umum/perlengakapan).

+ Fungsi Lainmya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan
hukum, pelayanan rnset/penelitian dan sebagainya serta memben akses
yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan
transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor | 2-144/KMAJSKN2022 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor ©  1-
144/KMASSKN/2011  tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesual dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-undang MNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Momor 7 Tahun 2015 maka
Pengadilan Negen Meuraudu memiliki struktur organisasi sabagai benkut

STRUNTUR DRGAMNISASI
PENGADILAN NEGER! MEURELDU




Adapun rincian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dari struktur
organisasi peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan diganti dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 7 Tahun 2015), dapat diuraikan
saebagai berikut :

1. Ketua
Tugas pokok Ketua Pengadilan adalah sebagai pimpinan Pengadilan
yang bertanggungjawab atas terselenggaranya organisasi peradilan dalam
daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Ketua Pengadilan

menyelenggarakan fungsi -

¥ Pengawasan ternadap penyelenggaraan peradilan dengan dibantu oleh
seorang Wakil Ketua (Pasal 11 Undang-Undang MNomor 2 Tahun
1886 tentang Peradilan Umum);

* Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah Ilaku Hakim,
Panitera, Sekretaris, dan Jurusita agar peradilan dapat diselenggarakan
dengan seksama dan sewajamya dengan membernkan petunjuk,
teguran, dan peringatan yang dipandang perdu tanpa mengurangi
kebebasan Hakim dalam memerksa dan memutus perkara (Pasal
53 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1886 tentang
Peradilan Umumj;

* Bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di
Pengadilan dengan mengatur pembagian tugas para Hakim,
membagikan semua berkas perkara, dan surat-sural lainnya yang
berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadian kepada
Majelis Hakim/Hakim untuk diselesaikan (Pasal 55 56 dan 57
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

2. Wakil Ketua
Wakil Ketua adalah unsur pimpinan yang mendampingl Ketua
dengan tugas pokok melaksanakan tugas Ketua apabila barhalangan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Wakil Ketua

menyelenggarakan fungsi :

¥ Melaksanakan fugas yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan



kepadanya;
¥ Koordinator Pengawasan untuk melakukan penilaian apakah
pelaksanaan tugas telah dikerakan sesuai dengan rencana kerja dan
ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut
kepada Ketua.
3. Hakim
Tugas pokok Hakim adalah menerima, memerksa dan memutus
perkara yang dibagikan kepadanya, serta tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Ketua berkaitan dengan penyelenggaran fungsi pembinaan dan
pengawasan Sebagali Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.
4. Kepaniteraan
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah dan digant dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 junclo Pasal 71 dan 73 PERMA
Nomor 7 Tahun 2015, Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat
yang berkaitan dengan perkara.
Susunan organisasi kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang
Panitera dengan dibantu oleh :
# Panitera Muda Perdata;
» Panitera Muda Pidana dan
# Panitera Muda Hukum.
Disamping itu berdasarkan Pasal 431 PERMA Nomor 7 Tahun 2015
terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan terdiri atas :
= [Panitera Pengganti;
= Jurusita; dan
# Pranata Peradilan.
a. Panitera
Tugas pokok Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan
di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesakan surat-
surat yang berkaitan dengan perkara (Pasal 74 PERMA Nomor 7 Tahun
2015).

Dalam melaksanakan fugas pokoknya  tersebut




Paniteraberdasarkan ketentuan Pasal 75  PERMA MNomor7
Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data
perkara, dan transparansi perkara pelaksanaan administrasi
keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan
keuangan perkara yang diletapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
Kepaniteraan,

Pelaksanaan mediasi;

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan

Negeri.

b. Panitera Muda Perdata

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah

melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata (Pasal 76 PERMA
Nomor 7 Tahunm 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut
Fanitera Muda Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 77 PERMA Nomor
7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi .

- Pelaksanaan pemenksaan dan penelaahan kelengkapan berkas

perkara perdata;

- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- Pelaksanaan penenmaan kembali berkas perkara yang sudah

diputus dan diminuiasi,

- Pelaksanaan pemberntahuan is1 putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir,

- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding,

kasasi dan peninjavan kembali kepada para pihak;



Felaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali,

Pelaksanaan pengawasan terhadap pembentahuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi
putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik
Indonesia,

- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi,
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum,

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
c. Panitera Muda Pidana

Tugas pokok Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan

administrasi perkara di bidang pidana (Fasal 78 PERMA Nomor 7 Tahun
2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda
Fidana berdasarkan ketentuan Pasal 79 PERMA Momor 7 Tahun 2015

menyealenggarakan fungsi

-

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara pidana;

Pelaksanaan registrasi perkara pidana,

Pelaksanaan  penerimaan  permohonan  praperadilan  dan
pemberitahuan kepada termohon;

= Pelaksanaan distnbusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Majelis Hakim dan Ketua Pengadian;

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan
penahanan, parpanjangan panahanan dan panangguhan panahanan;
Pelaksanaan penermaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin
penyitaan dan penyidik,

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para




pihak yang tidak hadir pelaksanaan penyampaian pemberitahuan
putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para
pihak;

Pelaksanaan penenmaan dan penginman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas
penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,

Pelaksanaan penenmaan permohonan eksekusi;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Panitera,

d. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok Panitera Muda Hukum adalah melaksanakan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penalaan arsip
perkara serta pelaporan {Pasal B3 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan ftugas pokoknya tersebut Panitera Muda

Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 84 PERMA Momor 7 Tahun 2015
menyelenggarakan fungsi

Pelaksanaan pengumpulan, pengeiolaan dan penyajian data perkara;
Pelaksanaan penyajian statistik perkara,

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara,
Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip
perkara;

Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas
perkara;

Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara;

Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan
masyarakat, dan



- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas
terselenggaranya pelaksanaan persidangan (Pasal 432 PERMA Nomor 7
Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Penggant
berdasarkan ketentuan Pasal 433 PERMA Nomor 7 Tahun 2015
menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan persiapan penyalenggaraan persidangan;

- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

- Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis [
berurutan;

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampal dengan perkara
diputus dan diminutasi; dan

- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi
kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan
kepada Panitera Muda Hukum.

f. Jurusita

Jurusita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya
pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah mempunyali kekuatan hukum tetap pada pengadian tingkat
pertama (Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam
melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan
ketentuan Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan
fungsi
- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi kepada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi,
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara ; dan
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi kepada para
pihak terkait;
g. Pranata Peradilan

Pranata Peradidan berugas memberikan dukungan atas

lerselanggaranya proses administrasi perkara (Pasal 436 PERMA Nomor



7 Tahun 2015)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pranata Peradilan
berdasarkan ketentuan Pasal 437 PERMA Nomor 7 Tahun 2015
menyelenggarakan fungsi .

- Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja |
- Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja |l; dan
- Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja lll;

5. Kesekretariatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 287 dan Pasal 289 PERMA Nomor 7
Tahun 2015, Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan.

Susunan organisasi Kesekretariatan tersebut dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Kesekretanatan yang terdiri atas
Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

- Sub Bagian Umum dan Keuangan,

Disamping itu berdasarkan Pasal 438 PERMA Nomor 7 Tahun 2015
terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan yang terdiri
atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang fugas keahliannya
(Bendahara, Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Komputer) dengan jumlah
yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, serta dengan
jenis dan jenjang jabatan yang dialur berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan yang beriaku.

a. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan pembernan
dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negen
Meureudu.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Sekretars
berdasarkan ketentuan Pasal 288 PERMA Nomor 7 Tahun 2015
menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan
anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;




- Pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan
penataan organisasi dan tata laksana;

- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprolokolan, hubungan masyarakat, dan
perpustakaan; dan

- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan
Pengadilan Negen Meureudu..

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknalogl informasi,
dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

serta pelaporan (Pasal 290 PERMA Nomor 7 Tahun 2015)

. Sub Bagian Kepagawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana (Pasal 291 PERMA

Momor 7 Tahun 2015)

. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan sural menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan (Pasal 292

PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

D. SARANA, PRASARANA DAN DATA PEGAWAI
1. Sarana

Sarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai
berikut :
Tabel 1. Sarana pendukung pengisian aplikasi SIPF

Jumilah
(Unit)

No  Nama Perangkat



1 Server Centos 1
S ———
3 Komputer (P.C) 11
 — l "
§ UPS 2
6  Mikrotik 1

Kondisi baik
'Kondisi baik
Kondisi baik
Kondisi baik
Kondisi baik
Kondisi baik

Jaringan yang digunakan di Pengadilan Negeri Meureudu meliputi :

a LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet

menggunakan kabel dan wili pada beberapa ruangan;

b. Jaringan Internet Dedicated Bandwidth kapasitas 100 MBps yang di-

sharing untuk 2 lantai menggunakan Wi-Fi dan kabel LAN

Pada tahun 2021, pengembangan infrastrukiur teknologi informasi di
Pengadilan Negeri Meureudu diarahkan untuk penggunaan aplikasi
perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung yailu Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP). Ketersediaan perangkat keras untuk

pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri Meureudu:;

a. Sudah memiliki server SIPP dengan OS CentOS;
b. Sudah memiliki jaringan Internet dan LAN;
c. Desk info sudah ada;

d. Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC;

& Sudah memiliki Rak Server.
Tabel 2. Sarana Pendukung PTSP

No Nama Perangkat Jumilah (Unit) Keterangan
1 MejaPTSP : 1  Kondisi baik

2  Komputer Desk Info 1  Kondisi baik

3 1 Komputer (P.C) 4 Kondisi baik

4 Scanner 1 Kondisi baik

5 UPS 2 Kondisi baik
& CCTV 1 Kondisi baik
B 5 R S W o
B Sice 2 Kondisi baik

§  Kursi Petugas PTSP 4 Kondisi baik



10  Printer 1 Kondisi baik
| Tabel 3 Sarana Pendukung E-Court
No MNama Perangkat Jumilah (Unit) Katerangan

2  Komputer Desk Info 1 Kondisi baik




18 Microphone 6 Kondisi baik

21 CCTv 2 Kondisi baik

2 Prasarana
Prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai
berikut :

Tabel 5. Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu

MNo. Prasarana Jumiah

= NS

2 Ruang Wakil Ketua 1

4  Ruang Panitera 1

& Ruang Panitera Muda Hukum

B8  Ruang Panitera Muda Pidana

11 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

13 Ruang Panitera Pengganti 1

15 Ruang Humas 1

17 Ruang Tunggu Tamu Ketua 1

19  Ruang Arsip 1




21 Ruang Sidang Anak 1

22 Ruang Ramah Anak 1
= ;mﬁm s S =y R
24 Ruang Tunggu Terbuka 1
25 SelTshanan . 2
26 Ruang Jaksa 1

1
i
i
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Toilet 10
Tempat Parkir Pegawai .
ma e
Pantry 1

3. Data Pegawai
Data pegawai yang dimiliki oleh Pengadilan Negen Meureudu terdiri dari
Tenaga Pegawai Teknis, Pegawal Non Teknis dan Tenaga Pegawai
Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN)

3.1 Pegawai Teknis
Tabel 6. Pegawai Teknis di Pengadilan Neger Meureudu

T™T
T™T Pangkat/ Pangkat

Ho Mama Jabatan Jabetan Golongan -

1 Samsul Maidi, SH., Ketua 01-12- Pembina 01-04-

RN T e ) et ] e | e

2  Arnf Kumiawan , S H. Hakim 23-04- Penata 01-05

. 2020 Muda Tk.| 2023

e | F\.‘d‘lm&ln Hakim 230 Penata 01-04-
Simatupang,

SH 2020 %‘lﬂ o 2022

4  Wahyudi Agung  Hakim 2304  Penata = 01-04-
Pamungkas

,SH. 2020 Muda Tkl 2022

(In))

5 Muliani, S H.

i

03-12- Penata 01-04-




B  Abidah, 5 H. Panitera 13-12- Penata 01-10-

Muda
Pidana
2023 Tk 2018
_ _ {liid)
7 ?ﬂumm Panitera 1312  Penata = 01-04-
- Muda | 20 Muda Tk
I 3 LA eI | G ~ (lb) L
8  Yeni Suriani, 5.Pd., S H. Panitera 29-05 Penata 01-04-
Pengganti
2023 Muda 2021
(Hira)
8  Afriza Jurusita  01-02- Pengatur 01-10-
- Pengganti
10 Eggy Movia Sanasiasia, Klerek 02-10- Pengatur 01-03-
A Md Fengelola
Penangana
n Perkara
2022 {liic) 202

3.2 Pegawai Non Teknis
Tabel 7. Pegawai Non Teknis di Pengadilan Negeri Meureudu

T™T
TMT Pangkat/
No Mama Jabatan Jabatan  Golongan g:lngklr.ll"

1 Dedek Hermawan,  Sekretaris 01-11- Penata  01-04-2021

ST, MAP -
B [ ot e TART L ERE T e
2 Mukmin, S.E Kasubbag 27-04- Penata 01-10-2023
Kepegawalan, 2023 Tk, |
Organisasi dan {lid)
Tata Laksana
3  Teuku Yusrizal, AMd Kasubbag PTIP H;g ' m 01-10-2023
4  Khairul Umam, = Kasubbag  27-0&4  Penata  01-04-2024
5. Kom
Urmum & 2023 {[1F]=]
Keuangan



3.3 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
Tabel B. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan

Megeri Meureudu
No. Nama Jabatan | Penempatan
1 | Sayed Fauzan Fitra, 5.T. ~ Satpam Kepegawaian dan Ortala
2 | Lisa Rahmayani, 5.Pd amubakii Umum & Keuangan
3 | Rico Saputra, S H. . Satpam PTIP
4 | Rita Arianti, 5.Scs IP'rnnuhHm Kepaniteraan Muda Hukum
§ |NGREEESE ~ | Prnube | Kepaiimen i Pueta
&  Fika Wardani, S.Sos Pramubakl Umum & Keuangan
7 Maulidin . Sopir Umum & Keuangan
8 | Teuku Soekiarand, TR. SH, | Satpam Umnum & Keuangan

E. ASPEK STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
Aspek strategis organisasi berperan untuk mengidentifikasi berbagai
pendekatan umum yang dipakai organisasi untuk mencapai tujuan. Strategi
organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama
atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tndakan dalam sebuah
pemyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum
untuk mencapai misi organisasi. Strategi organisasi memiliki peran sangat
penting dalam rangka mencapai visi, misi, fujuan dan sasaran yang
telahditetapkan oleh crganisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada
secara efektif Pengadilan Negeri Meureudu mempunyai beberapa aspek
strategis yang dapal digunakan untuk mencapai tujuan, diantaranya adalah
sebagai berikut ;
1. Aspek Proses Peradilan
- Adanya website Pengadilan Negeri Meureudu yang memberikan
informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan
informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pencan keadilan
- Adanya peraturan-peraturan baik peraturan perundang-undangan
maupun suratl edaran yang dikeluarkan cleh Mahkamah Agung dan
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan MNeger
Meureudu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Pengadilan Negen Meureudu.




- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai
Pengadilan Neger Meureudu untuk menjaga integritas.

- Mampu menyesuaikan perkembangan yang teradi, fleksibel
terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong
kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Mahkamah Agung untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik

untuk internal maupun eksternal ke pengadilan neger sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknoclogi Informasi di Pengadilan Negeri
Meureudu berupa internet, website dan peralatan teleconference untuk
parsidangan secara onling.



F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) PENGADILAN
NEGERI MEUREUDU

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri
Meureudu terdini dan beberapa aspek yaitu
1. Aspek Proses Peradilan
- Penyelesaian perkara yang masih melebihi batas wakiu sesuai
dengan SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 {empat)
lingkungan Peradilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Kurangnya [umiah SDM sehingga beberapa pegawai harus
merangkap jabatan yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja
yang dihasilkan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Sistem reward dan punishment belum berjalan dengan maksimal.

- Belum diterapkannya evaluasi kinerja secara maksimal.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan MNegeri Meureudu sudah sesuali dengan
prototype sejak beroperasi digedung yang baru, namun masih
banyak ruangan-ruangan yang belum ftersedia barang fasilitas
perkantoran berupa meubilair belum sesuai, seiring dengan luas
gedung dan jumiah ruangan.

- Anggaran yang disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sangat
terbatas sehingga beberapa kegiatan tidak bisa berjalan secara
maksimal

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.



BAB || PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasanfkhlisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab imi disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran sirategis organisasi sesual dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stralegis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan alau peningkatan [
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja crganisasi seria
langkah di masa mendatang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
LAMPIRAN



BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM
adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan
peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan
tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Neger Meureudu
yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif
sesual luntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks
sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat
mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai cleh Pengadilan Negeri Meureudu selama kurun waktu
satu sampai 5 (lima) tahun secara sisternatis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Rencana Strategis Pengadilan Neger pada pokoknya berisikan hal-hal
sebagaimana diuraikan di bawah ini

1. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan
dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan
fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Neger
Meureudu. Visi Pengadilan MNegen Meureudu mengacu pada Visi
Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu yang Agung”

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah
Agung RI, maka Agung disini menunjukkan sualu keadaan/sifat
kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran,

Sehingga visi Pengadilan Negeri Meureudu adalah ingin mewujudkan
badan peradilan tingkat pertama yang dihormat dan disegani lantaran
dikelola oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran
gerta keluhuran sikap danm  jwa dalam melaksanakan tugas



pokoknya yailu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi
rakyat Indonesia.

Untuk mencapal visi tersebut, Pengadilan MNegeri Meureudu
menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan,
yaitu
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negen Meureudu,

2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencan
keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu;

Upaya unluk mencapal visi dan misi yang agung tersebut jelaslah
bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan sualu pemahaman yang
mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Meureuwdu
dan rencana strategi yang tepal dan menyeluruh untuk menjawab
permasalahan yang ada Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya
lembaga peradilan yang bermartabal, beribawa dan dihormati serta
legaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik
kepada lembaga peradilan. Dalam menjalankan visi dan misi, Pengadilan
Negern Meureudu juga memiliki moto yaitu “BISA™ yang memiliki arti yaitu
suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Meureudu akan memberikan
pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencan
keadilan, BISA juga dimaknai merupakan singkatan dar Berintegritas,
Inovatif, Sinergitas dan Akuntabel.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapal atau dihasilkan dalam
jangka wakiu satu sampai dengan lima tahun Penetapan tujuan
disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negern Meureudu.
Tujuan yang hendak dicapai oleh Fengadilan MNegeri Meureudu adalah
sebagai berkut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan,

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung Rl

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai
secara nyata, Pengadilan Negen Meureudu menggunakan 4 (empat)
sasaran stralegis sebagai berikut



1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabal
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkainya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi
terciptanya suatu kegiatan Kegiatan pokok adalah bagian dan program
yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri
Meureudu, perlu ditelapkan berbagai program dan kegiatan yang
mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri
Meureudu mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan  untuk

menjalankan tugas utama dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah

Agung, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara dengan sasaran program adalah:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara secara tepat waktu dengan

peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyeiesaian perkara

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakalt miskin dan

terpinggirkan.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran program ini merupakan turunan darn sasaran strategis

1. Mewujudkan Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel,

yaitu dengan:

a. Penguatan penyelesaian perkara secara lepat waktu

b. Peningkatan perkara yang diselesaikan dengan restoratif

¢. Penguatan kualitas putusan Hakim sehingga terjadi penurunan
pada angka jumiah perkara yang mengajukan Upaya hukum
banding dan kasasi

d. Peningkatan upaya diversi terhadap perkara anak




b.

e Peningkatan pelayanan kepada Pencar Keadilan dan
pengguna layanan Pengadilan Negern Meureudu

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu

dengan:

a. Penguatan penginman salinan Putusan (perdata dan pidana)
yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

b. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan, yaitu dengan :

Meningkatkan pelayanan kepada pencar keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, yaitu

dengan menekankan pada peningkatan jumlah pelaksanaan

eksekusi yang berhasil dilaksanakan.

Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ini bersifat umum, dan dimiliki oleh
seluruh K/L. Program ini merupakan sebagai program pendukung
yang tujuannya untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperiukan
dalam melaksanakan tusi utama Pengadilan Negeri Meureudu yaitu
menenma, memenksa, dan memutus perkara.

. INDIKATOR KINERJA UTAMA,

Indikator kinerja utama diperiukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan, Pengadilan Negeri Meureudu telah
menetapkan reviu Indikator Kinerja Utama (KU) berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173SEK/SKN/2022 Tanggal 31 Januari
2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Adapun reviu IKU tersebut adalah |

Tabel 8. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024



NO | SARAEAN w PENJELASAN PENARGAUNG | SUMBER DATA
1. ?mmjudnya '.E'uumtm a. Definisi Operasdonal Indikator Pamnitera Laporamn
Eﬂljﬂdﬂmyang P;;kﬂg!ﬂ}_ Eﬁ;ﬁﬁgﬂ Indikator ini menghitung indikator penyelesaian perkara perdata Eudh;;ﬂ‘m

a'rnlj‘nuparan Tepat walio,
Akuntabel,

yang dislesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2004 tenfang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
[(Empat] Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian
perkars pada tingksat pertama paling lama dalam jangka wakin 5
bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada pengadilan tinglkat
banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang
wakiu tersebut sudah termasuk penyelesainn minutasi berkas
perkara. Minutasi berkas perkara berpedoman pada Sural Dirjen |
Badilum MNomor 486 Dju/HM.02.3/4 /2021 tanggal 28 April 2021 |
tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan |
Perkara. [

b. Formula Perhitungan
Jumlah Perkara Perdata yang Disclesalkan Tepat

Jumlah Ferkara yang Disclesalkan

X 100% I

Input adalah jumlah perkara perdats vang diselesaikan pada hul‘.an
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan |
tepat waktu pada bulan berjalan menggunakan informasi Jﬂnglra
witktu penyvelesaian pada SIFP,

b i




c. Batuwan yang Digunakan
Persentase

d. Trend/Polaritas
Positifl (Semakin tinggl semakin baik)
e. Perlode Pengambilan Data Frekwensl Pemantauan/ Pelaporan
Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan
f. Treshold/Ambang Kinerja
B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai|
[ 100% (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)
H - 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)

PSR R TR S S

e — — =

perkara pidana Indikator ind menghitung indikator penyelesaian perkara pidana

diselesaikan diglesaikan lepat wnl-rl dengan  memperhatikan  Surat

cpal waktu, Mahkamah .l:'gu Hnm:_:-r 2 Tahum 2014 1l:_num¥
elesaian Perkara FI:'I'.I lan T:|ngl-:l't FI:T'I:-I.:ITII dan Tin

Eltu\vmldmg pada 4 1_Empﬂl ] Lin
e ERE G s i
uli “d“iemﬂ tnﬁawm tersebut mm:lla]gl tmuj’:nw%n}ﬁ?ﬂian

Minutasi berkas
?ada Eur&t Drrjen Ba.d.'lhlm Nomor 486 Dya fHM.02 2021
Penyelesaian

April 2021 tentang Pengen

Panitera

ran




Minutasi dan Pemberkasan Perloara.

. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara Pldana yang Diselesaiksn Tepat
X 100%

Walkiu
Jumiah Perkara Pidana yang Diselesaikan

Input adalah jumlah perkara pidana yvang diselesaikan pada
bulan berjalan. Cutput adalah jumlah perkara pidana yvang
diselesaikan tepat wakiu pada bulan berjalan menggunakan
informasi jangka wakiu penyelesalan pada SIFP,
Batuan yang Digunaloan

Pernentase
Trend /Polaritas
Positif (Semakin tinggl semakin badk]

. Perlode Pengambilan Data Frekwens! Pemantauan/ Pelaporan

Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan

. Treshold /Ambang Kinerja

B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)
] 100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)
B > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerjn dintas Target)

Jumlah putusan

mengunakan
pendekatan

: s =

Indikator ini menghitung jumlah putusan yang diselesaikan
melalui pendekatan keadilan retoratil menuwmt SK DIRJEN
BADILUM  MNomor 1601 ,/DjufSK/PS.00/12/2020 Tentang

Panitera Laporan
Bulanan

Laporan




keadilan
restoratil,

Pedoman Penerapan Keadilan Restoratd (Restorative Justice) di
Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara vang diselesaikan

dengan restorati! adalah perkara pidana yang diselesaikan |

dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkotika melahod
penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

Formula Perhitungan
Jumlah Perkara yang Disclesaikan dengan

Restoratif X 100%

B B

n

Perkara yang DHajukan antuk Restoratifl
Inputl adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif. |
Cutput adalab jumlah perkara narkotikan yang disjukan untuk |
penvelesaian melalui pendekatan restoratif.

Batuan yang Digunakan

Persentase
Trend / Polaritas
Positif {Bemakin tinggl semakin baik)
Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantavan/ Pelaporan
Perbulan dan Pertriwulan ditabun berjalan
Treshold /Ambang Kinerja
< 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)
! 100 % [Baik, Capaian Kinerja Sesual Targel)
= = 100 % |Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)

Tahunamn




| Persentase
| B R Tone
Egﬁg ﬂlukum

ing.

Definisi Operasional Indikator

In:likamr ini menghitung jumiah perkara tidak mengajukan

uﬁlayn ukum bandin !jljﬂ.ng t:r%: :Ear]ll'laggrhnm ptrdnug dan
kan per yang sudah d:pul:uu dnn d.'lmmulam.

h-:rdaur
da ti pertama. Jumlah kara
pa ngku.m banding adalah mah bara d: I:nhu

:.rang mlai-: mengajukan upaya hukum banding. Jumlah pe
H.EE diselesaikan adalah perkara yang diputus dan d:mmulum
pada tahun benalan,

Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding X 100%

Jumlah Perkara yang Diselesailkan
Batuan yang Digunakan
Persentase
Trend/Polaritas
Positifl {Bemakin tinggi semakin baik)
Periode Pengambllan Data Frekwensl Pemantauan/ Pelaporan
Persemester ditahun berjalan
Treshold /Ambang Kinerja
B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapad]
[] 100% (Baik, Capaian Kinerja Scsuai Target)
B - 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja distas Target)

Panitern

Bulanan

Talanan




Persentase
Eerkum VENE

ﬂauyﬁukum

Definisi Operasgional Indikator

Indikator ini menghitung Jumh.h rleara vang uda.k n‘tcn%ju]um
1] hukum Ea% beriir £
jal berdasarkan per nra ynng -u d lun dan diminutasi

pada tingkat banding, Juml.ah :-, jukan

upa_lpa hukum kasasi adalah A d: tahm%m
t::l.a.h m:ngnju]-:ﬂn upaya hu‘imm kasasi. Jumlah pe [

ymﬂg kan adalah perkara yang diputus dan diminutasi
l.ahu:n. berjalan.

Formula Perhitungan
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi X 100%

Jumlah Perkara yang Diselesaikan
Batuan yang Digunakan
Persentase |
Trend /Polaritas

Positif (Semakin tingg semakin batk)

Periode Pengambilan Data Frekwens| Pemantauan/ Pelaporan
Persemester ditabhun berjalan

Treshold /Ambang Kinerja

B - 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)

[ 100 % [Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)

B - 100 % (Sangat Swk, Capaan Kinerja diatas Target)

Pamitera




f.

Posil [Semakin tingg semakin baik)

Periode Pengambilan Duta Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan
Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan

Treshold/Ambang Kinerja

B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)

[ ] 100 % [Baik, Capaian Kincrja Sesuai Targed)

B - 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)

| Persentase 8. Definisi Panitera Laporan
kara anak Indikator ind hitung raentase lr.nrn anak Yang Bulanan
_ﬁrngdncltamkm djnj'ntﬂ.].r.a.n 'bu'hu: diuzlen deng.unwg a l,.u,hu'n dan
dengan diversi. alan. Jumlah £ dhrtrl: ymg d:nynt :ul -;I ;h La
pi annk di un alan yang :a_1u Tnigunan
dinyatakan berhasil melalui penetapan di
ara diversi adalah JumJa.h pl:_fkﬂm wdana ”‘:ﬁ
diajukan diversi dt F-l.'rhatlkan Peraturan Jmlum
ng MNomor 4 un ;!'I:rl. tentang Pedoman Pe ATERET
1 b1 'I:l:m peradilan pidana anak,
b. Formula Perhitungan




Index persepsi | . Definisi Operasional Pandters Laporarn

|

pencari E:'“'m]“ Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap | s:%r;.:}ldm
wﬂ layanan ]n!}rannn yvang diberikan Pengadilan Megeri Meureudu. Indeks ini |
lan. didapat dari hasil survey vang dilakukan oleh Kepaniteraan |

berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang |
Pedoman Penyvusunan Survey Repuasan Masyarakat Unit |
Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya |
adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, wakiu |
pelayanan, biaya/tanf pelayanan, produk spesifikasi jemis |
Isyanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, pl:nn.ng;ﬁnan
pengaduan, dan sarana dan prasaran.
b. Formula Perhitungan

Index Kepussan Pencari Keadilan

Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konwersi internal IKM
Index harus = 80,

¢, Batuan yang Digunakan
Persentase

d. Trend/Polaritas
Positifl [Semakin tinggi semaldn baik|

¢, Perlode Pengambilan Dats Frelkwensl Pemantavan ! Pelaporan
Persemester ditahun berjalan

f. Treshold/Ambang Kinerja




o ' Peninghatan ' Persentase

Efcktivitas salinan putusan

Pengelolaan ang
b ‘elesaian dlmmpﬁ;ﬁ?n ke
T lepal
Pml 1_31 P

- < 100 % (Buruk, Rinena Tidak Tercapa)
— |00 % [Baik, Capaian Kinerja Scsual Target)
1 - 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)

Definisi Operasional

Indikator ini mengukur persentase salinan putusan perkara
perdata yang disampaikan kepara pihak tepat waktu., Jumlah
salinan putusan perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
adalah jumlah penvampaian salinan putusan perkara kepada
para pihak dengan ketentuan penyampaian vaitu untuk salinan
atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada
para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan
menyediakan dengan jangka waktu yvang sudah ditentukan sesuai
dengan ketentuan vang berlaku dengan memperhatikan SEMA
Momor 1 Tahun 2011 entang Penyampaian Salinan dan Petikan
Putusan, Jumlah putusan perkara perdata adalah jumlah
perkara perdata vang diputus dan diminutasi pada tahun
berjalan dengan memperhatikan Surat Difgen Badilum Nomor
486/ Dju/HM.02,3/4 /2021 tanggal 28 Aprl 2021 Penhal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Indikator ini mengukur persentase salinan putusan perkara
prdana yang disampaikan kepara pihak tepat waktu. Jumlah
salinan putusan perkara vang diminutasi dan dikirim tepat waktu
adalah jumlah penyvampaian salinan putusan perkara kepada para
pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas
perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para
pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan
dengan jangka waktu yvang sudah ditentukan sesual dengan
ketentuan vang berlaku dengan memperhatilkan SEMA Nomor |
Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Jumiah putusan perkara perdata adalah jumlah perkara perdata
vang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan dengan
memperhatikan Surat Dirjen Badilum Nomor
486,/ Dju/HM.02.3 /42021 tangeal 28 April 2021

Perihal Pengendalian Penyelesaian Minuiasi dan Pemberkasan
Perkara

Panitera

Bulanan

lﬂdﬂn
Tahunan




b. Formula Perhitungan
Jumlah Salinan Putusan yang

_ Diminutasi dan Dikirim Tepat Wakta
Diminotasi dan Dikirim Te Waktun x 100%
Jumlah Putusan Keseluruhan yang
Dimivutasi dileiris




¢. Batuan yang Digunalan
Persentase

d. Trend/Polaritas
Positifl (Semakin tinggl sermakin baik)
e. Perlode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan

Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan
f. Treshold/Ambang Kinerja
- = 100 % [Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)

[ 1 100% (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)
> 100 % [Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)




Persentase

rkara vang
iselesaikan

melalui mediasi.

Indikator ini mengukur rRETiASE rka.m ta VAR rhasil
diselesaikan melalui m:pjr.asl EPE%H p-r- rﬂu.myamg n
b oman pads PERMA Humnr 1 hun ﬁen g I:'n:: Lr
Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara _'.'im;g diselesaikan melahn

Panitera

Laporan
Bulanan d
:+E an dan

hunan




mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan

mediasi berhasil yang dibuktikan dem akta
[putus=an damaian]. Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan
an.; tl: dm i.b:an mam teriulis  oleh mud.mmr kepada

si herhasil.
e R N e T
b. Formula Perhitungan

Jumlah Perkara yang Diselesailan Melalol Mediasi
Berhasil X 100%

Jumlah Perkama yang Dilakukan Mediasd

¢, Satuan yang Digunakan
Perseniase
d. Trend/Polaritas

Poaitifl [Semakin tinggl semakin baik)
e. Perlode Pengambllan Data Frekuens] Pemantavan/ Pelaporan
Perbulan dan Peririwulan ditahun berjalan

L. Treshold/Ambang Kinerja
B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapail
] 1% [Baik, Capaian Kinerja Sesunl Tangel)
B - 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)




a3

Meningkatnya Persentase

Akses pl:ﬂmrn prodeo
Peradilan bagi

Masvyy i |:h inmkan
Miskin dan

Terpinggrkan

a. Definisi Operasional Paniters
Indikator ini mengukur persentas kara |
digelesailan d:nga::gumm_pcrhammn Ptrrlig No. ]pTahun ;[I:IE

temt P:duman Pemberian Layanan Hukum asyarakat

Tidak Pen hm dan SK Dirjen um No. |

SIiDjUﬂSKFuK D06/ 5 un 2014 fen Petunjuk |
Peraturan h'll.hh.m&h Agung Nomar 1 Tahun 2014

m -:nm Pemberan Layanan Hukum Bag Masyarakat

T mpu -d:l Pengadilan.

b. Formula Perhitungan
Jumlah Perkara Prodec yang Disclesaikan = 100%

Jumlah Perkara yang Diajukan Becara Prodeo

. Batuan yang Digunakan
Persentase

d. Trend/Polaritas
Positif (Semakin tinggi semakin baik)

&. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan
Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan

f. Treshold/Ambang Kinerja
B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)
[] 100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target]
B > 100 % [Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)

Laporan
Bulanan

r_.ad“
Tﬂ.‘g UTLEN




| Persentase
Fﬂdnmim di
penghalan®

a. Definisi Opernsional

Indikator ini mengukur persentase perkara yvang diselesaikan
diluar gedung pengadilan memperhatikan Perma No. 1 Tahun

2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bag

Masyarakat Tidak Mampu 41 Pengadilan dan 3K Dirjen Badilum
Ne. 52/DJU/SK/HE.O06/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hulum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan,

b. Formula Perhitungan
Jumlah Perkara yang Diselesalkan Diluar Gedung

Pengadilan x 100%

Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan Diluar

Gedung Pengadilan

¢. Batuan yang Digunakan

Persentase

d. TrendfPolaritas

Positil [Semakin tinggl semakin baik)

| ¢. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantanan, Pelaporan

Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan

| f. Treshold/Ambang Kinerja

B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai]
[ ] 100% (Baik, Capaian Kinerja Sesual Target)

Panitera

éiupl:rln
i
dan
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B - 100 % [Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target]

Persentase . Definisi upun.l-l'.ul.l ' Paniiera
pencari keadilan Indikator ini m-:n mtmt: pencari  keadilan 1:m,1mn=
polongan tertentu }_mgnt ﬂi\ an bantuan hllnnkum [P
yang mﬂa?a 1 enlu s€tiap orang atau ke § opang '_n.*-nnlr. |
J.ranlm fituan Il&ak frarn e]-mnnmi atay t u:sﬁm:ta |
hi nnu tasi hukum yvang mem u]-r.u.n ymn b
[P-:mbtln.!mp Jumkah permohonan layanan hukum adalah jomlah pencari

keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.
b. Formula Perhitungan |

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
— Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum  x 100%

Jumlah Permobhonan layanan Huloum
€. Satuan yang Digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas
Positifl (Bemakin tingg semakin baik)

¢. Perlode Pengambllan Data Frekuens| Pemantavan, Pelaporan
Perbulan dan Pertriwulan ditehun berjalan

f. Treshold/Ambang Kinerja
B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)
[ 100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)
B - 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)

Bulanan
dam

Takanan




Persentase
putusan perkara

| gl.nrdnta g
| in 1] §
mumd'f%a:ﬁ.

| 8. Definisl Operasional
Indikator ind mengukur persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (diek=sekusi]. Jumlah ekselusi vang telah selesai
dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan
non excutabel harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekuisi,
b. Formula Perhitungan

x 100%:

Poaitifl (Semakin tingpl semakin baik)

e, Periode Pengambilan Data Frekuensl Pemantauan/ Pelaporan
Perbulan dan Pertrivulan ditahun berjalan
f. Treshold/Ambang Kinerja

B < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)
] 100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target]
B = 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)

Panitera

Lawpsivraury
Bulanan

T




C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024
Rencana kinerja tahun 2024 Pengadilan Neger Meureudu merupakan
implementasi rencana pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Negeri Meureudu dan juga merupakan rencana tahapan tahun kelima dari
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negen Meureudu Tahun 2020-2024.
Tabel 10. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024
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Instansi
Visi
Agung Misi

Fansgakan

can

—

Simgh | parmdien yeug
PREE,
transpaman dan
Parsisikis
Ssa Podara
Pordals  yafg
Ceschasakan
Ssa  Portam
M
Pomerinse
Parkanm
Perdain  yang

Tabel 11.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
FPengadilan Negeri Meureudu
Terwujudnya Pengadilan Neger Meureudu yang
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencar Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan T i Badan Peradilan
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D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai wujud nyata
komitmen antara penerma dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinera Aparatur, Sebagal dasar
penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, Sebagai dasar bagi
pemberi amanah untuk melakukan monitonng, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan Sebagai dasar dalam

penetapan sasaran Kinerja pegawai.
Tabel 12. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024




i. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 4.093.120.000 -
Keuangan Badan Urusan Administrasi
2 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ' Rp. 97 000.000 -



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkal pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang terfuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi, Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan unluk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesual dengan program, kebijakan, untuk mencapal sasaran dan
tuuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan lujuan yang telah ditetapkan
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, medainkan sebagal alat komunikasi dan alat manajemen
untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran fingkat capaian kinerja Pengadilan Meger Meureudu
dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator kinerja
dengan realisasinya, sehingga bisa terlihat apakah sasaran bisa tercapal atau

tidak. Perhitungan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Realizasi
Wﬂﬂﬂ%
Secara umum sasaran kinerja pada Pengadilan Neger Meureudu
sudah tercapai dengan baik meskipun ada beberapa indikator kKinerja yang

belum tercapai karena sesuatu dan lain hal yang sudah dijelaskan pada analisa

Capaian =

keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja. Berikut merupakan hasil
pengukuran Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negen Meureudu tahun 2023,
Tabel 13. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024







Berikut ini adalah evaluasi dan analisis dan setiap indikator kinera pada
tiap sasaran strategis

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di
Finﬂﬁhnhnﬂﬂmmﬂu.ﬂmnmﬂhﬂhnmwﬂhu

yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 7 indikator yang diukur pada
sasaran ini, seluruhnya memperoleh capaian = 100%, dengan rincian
bagai beriku

Tabel 14, Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Tm Persentase Perkara Perdala 00 |

'nu Diselesaikan  Tepat | i
| mm Wakiu . .
dan Akuntabal Persentase Perkara Pidana 100 100 100

yang Diselesaikan lepal wakiu

| | Jumish  Pulusan  yang 1 MNiA MA
| Wik Poibon |
| Keadian Restoratit | ‘
. | Persentase Perkara yang 80 @ B531 94,79
Tidak Mengajukan  Upaya
Hukum Banding
|n-—- Perkara Yang 82 | 100 108,70
Tidak Mengajukan  Upaya ! |
E% |Hnmu—u | ?
"Persentase Perkars  Anak | 25 o 0
yang Diselesalkan dengan
Diversi
|hln: Persepsi  Pencari 80 8982 | 11102
I i i l, | |
=t Layanan Peradian




Rata-rata Capalan Kinorja Sasaran Strategis 1 | 71,14  B0,87 85,75

Analisis atas capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai benkut:

Indikator kinerja "Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat
wakiu® adalah perbandingan jumiah perkara perdata yang diselesaikan tepat
waklu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan,
Input adalah jumilah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan.
Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada
tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat wakiu berdasarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan, yaitu maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara fingkat
perama.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 100%
penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dar beban
perkara tahun berjalan. Berdasarkan data pada SIPP, pada tahun 2024
Pengadilan Negeri Meureudu menangani 145 perkara yang terdiri dari O sisa
perkara tahun lalu dan 158 perkara masuk tahun 2024 Dan 158 perkara
tersebut 143 perkara berhasil diputus sehingga menyisakan 15 perkara yang
akan dihitung dalam beban perkara tahun 2024,

Tabel 15. Keadaan perkara perdata tahun 2024




B ¢ v s

Capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 16. Capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan
tepat wakiu tahun 2024

R T | e

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator perkara
perdata yang diselesaikan tepal waktu mempercleh capaian melebihi target
yang ditetapkan. Rata-rata pemeriksaan berkas dan persidangan pada
Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa rata-rata penyelesaian perkara
perdata 0 sampai dengan 1 bulan ada 92 perkara yang banyak terdiri dari
perkara permohonan dan beberapa perkara gugatan yang penyelesaiannya
berhasil di mediasi dan pencabutan, sedangkan untuk perkara perdata gugatan
dan bantahan lainnya waktu penyelesaiannya 1 sampai dengan 3 bulan dan 3
sampai dengan 5 bulan.

Perbandingan capaian IKU perkara perdata yang diselesaikan tepat
waklu selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah
dapat dilihat pada tabel barikut ini:

Tabel 18, Capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu tahun 2020-2024



Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, perbandingan persenlase
perkara perdala yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024 adalah
sebagai berikut

Grafik 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
tahun 2020-2024

Perkara Perdata
150
100
o
2020 2021 022 2033 2024 Jangia

FMenergsh

B Target mAzalisasl = Capatan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian
indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun
2021 meningkat menjadi 125% dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun
2022 samapai dengan 2024 Pengadilan Negeri Meureudu masih berhasil
mempertahankan angka capaian tersebul, hal ini menunjukkan bahwa
Pengadilan Megeri Meureudu sudah menunjukkan hasil kinerja yang sangat
baik dengan mempertahankan capaian kinerja diatas 100%. Apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 95%, rata-rata realisasi
tahun 2020-2024 sudah mencapai 105 26% Angka tersebul tentunya sudah
melebihi target jangka menengah yang sudah ditetapkan.

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan



sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai prakiik belajar dari organisasi lain. Tujuan darn
benchmarking yaitu unfuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Neger Meureudu
akan bisa menemukan cara terbailk untuk meningkatkan proses maupun
capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Capaian Kinerja Masional indikator persentase perkara perdata
yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024

= = =

: ' D | Targeti%) | Realsiasi(®%) | Capaian(%)
1. | PN Banda Acah B8, 00% 99,00% 112,50%
2 | PN Bireuen 97.00% 100,00% 103,08%
3. | PN Blangekejeren 100,00% 100% 100,00%
4. | PN Blangpidie BO,00% 100% 125,00%
§. | PN Calang &0, 00% 100% 111,11%
B | PN gl 100,00% 87.00% 87.00%
7. | PN Jantho 85,00% 100% 105, 26%
8. | PN Kuala Simpang 100,00% 100% 100, 00%:
8 | PN Kutacana 100,00% 100% 100,00%
10. | PN Langsa 86,00% 100% 104,17%
11. | PN Lhokssumawe 100,00% 100% 100,00%
12. | PN Lhoksukon 80,00% 100% 111,11%
13.| PN Meulaboh 1 100.00% 97.30% 67 30%
14. | PN Meursudu 100,00°% 100% 100,005
15. | PN Sabang 100, 00% 100% 100,005
16. | PN Sigli 28,00% 100% 102,04%
17. | PN Simpang Tiga Redelong 80,00% 100% 125,00%
18. | PN Sinabang 100,00% 100% 100,00%
18. | PN Singhil 87,00% 100% 114 94%
20. | PN Sukamakmue B5,00% 100% 117 B65%
21. | PN Takengon 100,00% 88% 88,00%
22 | PN Tapaktuan B0.00% 100.00% 125%
Rata- rata 84,57 29,11 106,33




Grafik 2. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara perdata
yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Neger
Meureudu memiliki target sebesar 100%, lebih besar dari target rata-rata nasional
sebesar 94,57%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, lebih kecil
dari rata-rata nasional sebesar 106,33%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri
Meureudu sebesar 100% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar
106,33%.

Analisis faklor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk

mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu
adalah

a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan
persidangan.

b. Adanya biaya perkara yang bersumber dari pihak ketiga (Non APBN)
yang digunakan untuk biaya proses perkara perdata sampai perkara
tersebut selesai selesai.

¢ Adanya penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun
2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dengan
kebijakan tersebut, maka akan membuat Hakim dan Panitera
bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam wakiu yang
tidak teralu lama maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian
perkara pada tingkat pertama.

d. Adanya SOF yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan MNegen
Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

e Adanya SK pembagian majelis hakim sehingga rasio penanganan




perkara antara majelis hakim seimbang.

Adanya penerapan Buku Il Mahkamah Agung tentang Peadoman
Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan
Perdata Khusus

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator persentase
perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut

a)

b)
c)
d)

€)

gl

h)

Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat,
sederhana dan biaya ringan,

Menekankan penundaan persidangan maksimal hanya 2 minggu.
Melaksanakan program one day minute dan one day publish.
Berkoordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta
Kuasa Hukumnya, Petugas Meja |, Petugas Meja |,
Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti dan
Majelis Hakim.

Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi
EIS, SIPP dan MIS

Melaksanakan monev capaian kinerja peririwulan yang dilakukan
untuk memantau hasil capaian kinerja serta hambatan dan
tindaklanjut yang harus dilakukan.

Melakukan pengawasan setiap minggu yang dilakukan Hakim
Pengawas Bidang sehingga proses perkara yang sedang berjalan
dapat terpantau.

Menjalin kerja sama yang baik antar Hakim, Panitera, Panitera
Pengganti dan Jurusita serla bagian kepaniteraan.

Peningkatan kompetensi hakim dengan mengikuti berbagai
kegiatan BIMTEK, Sosialisasi, Workshop dan sebagainya yang
berkaitan dengan Hukum perdata.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2024 akan
dilakukan hal-hal sebagai berikut.

8

b)

c)

d)

Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencan
keadilan melalui penandatanganan pakta integritas;

Mengevaluasi dan menerbitkan instruksi penyingkatan waktu
penyelesaian perkara,

Menguatkan pelaksanaan program one day minute dan one day
publish.

Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan



memanfaatkan SIFP, e-bernpadu dan e-court dalam proses
administrasi parkara;

g) Meningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan perkara melalui
aplikasi EIS, SIPP dan MIS

Indikator kinerja “Persentase parkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu® adalah perbandingan jumiah perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun beralan.
input adalah jumiah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun beralan,
Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun
beralan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 100%
penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat wakiu dari beban perkara
tahun berjalan. Berdasarkan data pada SIPP, pada tahun 2024 Pengadilan
Negeri Meureudu menangani 48 perkara yang terdiri dari 0 sisa perkara tahun
lalu dan 58 perkara masuk tahun 2024. Dari 58 perkara tersebut 48 perkara
berhasil diputus sehingga menyisakan 10 perkara yang akan dihitung dalam
beban perkara tahun 2024.

Tabel 20. Keadaan perkara pidana tahun 2024

_-l-\.-.l-.' -

Capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada tahun 2024 dapat dilinat pada tabel berikut :
Tabel 21. Capaian indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu tahun 2024




Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator perkara
pidana yang diselesaikan tepat wakiu memperoleh capaian mencapai target
yang ditetapkan. Namun meskipun target perkara pidana yang diselesaikan
tepat waklu dapat tercapai, tidak ada perkara yang penyelesaiannya di atas 5
bulan. Rata-rata pemeriksaan berkas dan persidangan pada Pengadilan Negen
Meureudu adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Rata-rata waktu penyelesaian perkara pidana tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tidak terdapat perkara yang
diselesaikan diatas 5 bulan. Dengan demikian wakiu yang digunakan untuk
menyelesaikan perkara adalah 3 bulan sampal dengan 4 bulan. Hal ini tentunya
menjadi berhasil dalam mencapai sasaran indikator penyelesaian perkara secara
tepat wakiu,

Solusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meureudu agar
kedepannya dapat mempertahankan keberhasilan dalam penangganan perkara
yang diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

- Hakim lebih meningkatkan koordinasi dengan JPU terutama
menyangkut dengan agenda pembacaan tuniutan agar sesuai dengan
court kalendar atau minimal JPU harus menyelesaikan tuntutan
secara tepat waktu sehingga perkara dapat diselesaikan dalam jangka
wakiu 5 bulan.

- Meningkatkan frekuensi persidangan dengan — menekankan
pelaksanaan penundaan persidangan maksimal hanya 2 minggu.

- Adanya kendal penyelesaian perkara dan Hakim

Perbandingan capaian IKU perkara pidana yang diselesaikan tepat
wakiu selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah
dapat dilinat pada tabel berikut ini :



Tabel 23. Capaian indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu tahun 2020-2024

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, perbandingan persentase
perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai
berkut :

Grafik 3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat wakiu

tahun 2020-2024
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun
2020 hingga tahun 2024 terlihat bahwa persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat wakiu berhasil mencapai kinerja yang sangal baik dan
melampaui target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 99,6%. Pada
tahun 2021 capaian naik menjadi 100% karena target naik menjadi 100%. Pada
tahun 2022 dan 2024 realisasi tetap 100% karena terdapat tidak ada perkara
yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, akan tetapi angka realisasi tetap
melampaul targel yang sudah ditetapkan karena berdasarkan hasil rapat




penetapan kinerja target untuk penyelesaian perkara pidana secara tepat wakiu
tahun 2021 sampai dengan 2024 naikkan menjadi 100%, kebijakan tersebut
diambil berdasarkan banyaknya perkara yang masuk dengan klasifikasi
narkotika dan narkotika lentang perbuatan pencucian uang hasil tindak pidana
narkotika yang proses persidangannya membutuhkan wakiu yang lebih lama
dibandingkan perkara lainmya.

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagal patokan atau alat analisis untuk melihat kinena organisasi. Konsap
benchmarking dianggap sebagai prakiik belajar dan organisasi lain. Tujuan dari
benchmarking yailu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meuraudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun
capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 24, Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara Pidana
yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024

= T Sersentase perkara Pidana yang
No. | _diselesaikan Tepat Wakiu
S | Target{%) | Realsiasi(%) | Capaian(%)
1, | PM Banda Aceh 82.00% 100,00% 108,70%
2. | PN Bireuen 97.00% 100,00% 103.08%
3. | PN Blangekejeren 100,00% 100,00% 100,00%
4, | PN Blangpidie 85,00% 100,00% 105,26%
5 | PN Calang 80,00% 100,00% 111, 11%
6 | PNIagi 100,00% 100,00% 100,00%
7. | PN Jantho 85,00% 100,00% 105,26%
B. | PN Kuala Simpang 100,00% 100,00% 100,00%
8. | PN Kutacane 100,00% 100,00% 100,00%
10. | PN Langsa 100,00% 100,00% 100,00%
11. | PN Lhokseumnawe 100,00% 100,00% 100,00%
12. | PN Lhoksukon 100,00% 100,00% 100,00%
13. | PN Meulaboh 100,00% 100,00% 100,00%
14. | PN Meuraudu 100,00% 100,00% 100,00%
15. | PN Sabang 100,00% 100,00% 100,00%
16. | PN Sigli 85,00% 100, 00%: 105,26%
17. | PN Simpang Tiga Redeiong 80,00% 100,00% 111,11%




18. | PN Sinabang 100,00% | 100.00% | 100,00%
19. | PN Singkl 92,00% | 100,00% | 108.70%
20. | PN Sukamakmue 100, 00% 1000, 0% 100,005
21. | PN Takengon 100,00% | 100,00% | 100,00%
2. PHTIF-;.'EI.II'I B0 (0% 100 00% 111%
Rerata 97,43% 100% 103,16%

Grafik 4. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara perdata
yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri
Meureudu memiliki target sebesar 100%, lebih besar dari target rata-rata nasional
sebesar 97 ,43%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebasar 100%, lebih kecil
dan rata-rata nasional sebesar 103,16%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri
Meureudu sebesar 100% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar
103,16%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan wntuk
mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara pidana secara tepat
waktu adalah :

a_ Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan

persidangan.

b. Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program dukungan

manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara

c. Adanya penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun

2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dengan
kebijakan tersebut, maka akan membuat Hakim dan Panitera



bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam wakiu yang
tdak terlalu lama maksimal 5 (lima) bulan unfuk penyelesaian

perkara pada tingkat pertama.

. Adanya SOF yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan Megeri

Meureudu dalam melaksanakan pekeraan.

. Adanya SK pembagian majelis hakim sehingga rasic penanganan

perkara antara majelis hakim seimbang.

Adanya penerapan Buku || Mahkamah Agung tentang Pedoman
Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana
Khusus

. Adanya aplikasi E-Berpadu sehingga mempercepal proses

adminisiras! perkara pidana

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator persentase
perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

a)
B)

c)
d)

e)

g

h}

Melaksanakan persidangan sesual asas persidangan cepat,
sederhana dan biaya ringan.

Menekankan penundaan persidangan maksimal hanya 2 minggu.
Melaksanakan program one day minute dan one day pubdish,
Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi
EIS, SIPP dan MIS

Melaksanakan monev capaian Kinerja pertriwulan yang dilakukan
untuk memantau hasil capaian kinerja serta hambatan dan
tindaklanjut yang harus dilakukan.

Melakukan pengawasan setiap minggu yang dilakukan Hakim
Pengawas Bidang sehingga proses perkara yang sedang berjalan
dapat terpantau.

Menjalin kerja sama yang baik antar Hakim, Panitera, Panitera
Pengganti dan Jurusita serta bagian kepaniteraan.

Peningkatan kompetensi hakim dengan mengikuti berbagal
kegiatan BIMTEK, Sosialisasi, Workshop dan sebagainya yang
berkaitan dengan Hukum perdata.

Untuk mempertahankan dan meaningkatkan kinerja, di tahun 2024 akan
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a

Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari
keadilan melalui penandatanganan pakta integritas;

b) M valuasi dan menerbitkan instruksi penyingkatan waktu




penyelesaian perkara;

c) Menguatkan pelaksanaan program one day minute dan one day
publish.

d) Meningkatkan proses pendafiaran perkara berbasis IT dengan
memanfaatkan SIPP, e-berpadu dan e-court dalam proses
administrasi perkara,;

&) Meningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan perkara melalui
aplikasi EIS, SIPP dan MIS

Indikator persentase jumliah putusan yang menggunakan pendekatan
keadilan restoratif adalah membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan
dengan rastoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif
Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan berdasarkan SK SEKMA
nomeor 173 tahun 2022 tentang penetapan indikator kinerja utama pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung RI. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan resioratif
adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam

perkara narkolika malalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 5 perkara
untuk jumiah putusan yang diputus melalui pendekatan keadilan restorative,
namun berdasarkan data pada SIPP, namun fidak satupun perkara narkotika
yang dapal diusulkan dan diputus melalui pendekatan RJ. Berdasarkan
penetapan |KU tahun 2024 dan perhitungan capaian kinerja pada komdanas
mahkamah agung untuk indikator jumiah putusan yang menggunakan
pendekatan keadilan restorative satuan yang digunakan untuk mengukur
kinerja indikator tersebul adalah persentase. Maka Pengadilan MNegeri
Meureudu memutuskan target yang diperanjikan pada dokumen perencanaan
adalan dalam bentuk persentase. Oleh sebab itu meskipun jumiah putusan
yang diputus melalui pendekatan HJ tidak lercapal tapi untuk persentase
perkara yang diputus melalui pendekatan RJ tetap tercapai dengan hasil 100%
karena indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang
diselesaikan dengan rastoralif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk
restoratif.



Tabel 25. Capaian indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan
keadilan restoratif tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa perkara narkotika yang ditangani pada
tahun 2024 sebanyak 31 perkara yang terdiri dari 0 perkara sisa tahun lalu dan
58 perkara masuk tahun 2024. Dari 58 perkara tersebut 48 perkara berhasil
diputus sehingga menyisakan 5 perkara narkotika yang akan diputus di tahun
2025. Dari 31 perkara narkotika yang diputus tidak ada perkara yang diajukan
dan diputus melalui pandekatan keadilan restorative justice.

Perbandingan capaian |KU jumlah pulusan yang menggunakan
pendekatan keadilan restoratif selama periode renstra 2020-2024 dengan target
jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Capaian Indikator Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan
keadilan restoratif tahun 2020-2024

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka capaian persentase
putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2020-2024
adalah sebagai berikut :

Grafik 5. Persentase jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif
tahun 2022-2024
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Berdasarkan data tersebut dapat dilinat bahwa capaian indikator jumlah
putusan yang menggunakan keadilan restoralif dar tahun 2022-2024 belum
tercapai karena tidak ada perkara yang diajukan untuk untuk restoratif.

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai praktik belajar dan organisasi lain. Tujuan dan
benchmarking yaitu uniuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun
capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 27. Capaian Kinerja Masicnal indikator persentase perkara yang
Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif tahun 2024

No. ‘Satuan Kera -~ an Restorat
Target(%) | Realsiasi(%) | Capaian(%)
1. | PN Banda Aceh 80,00% 100,00% 111.11%
2 | PM Bireusn 100, D0% 100,00% 100, 003
3 | PN Blangekejeren 2,00% MiA MN/A
4. | PN Blangpidie 2,00% 0,00% 0,00%
5. | PN Calang 5,00% MNiA N/A
B. | PN idi 2,00% NIA M/A
7. | PN Jantho 5,00% NIA N/A
8. | PM Kuala Simpang 3,00% A MA
8. | PN Kutacane 14,00% NiA N/A
10. | PN Langsa 10,00% 0.00% 0,00%




11, | PN Lhokseumawe 30,00% 0,00% 0,00%
12, | PN Lhoksukon 1.00% NIA MiA
13. | PM Meulaboh 1.00% MiA T
14. | PM Meureudu 1,00% NIA MA
15.| PN Sabang 2,00% N/A NA
18. | PN Sigli 1,00% MIA A
17.| PN Simpang Tiga Redelong 1,00% MIA /A
18.| PN Sinabang 1,00% A, N/A
19.| PN Singkil 5,00% N/A MNIA
20.| PN Sukamakmue 100,005 WA, N/A

21.| PN Takengon 5,00% 0.,00% 0,00%
22.| PN Tapakiuan 2.00% BUA M

Rarata 18,14% 43,33% 36, 19%

Grafik 6. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang
menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Neger
Meureudu memiliki target sebesar 1%, lebih besar dari target rata-rata nasional
sebesar 18,14%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0%, lebih kecil
dari rata-rata nasional sebesar 33,33%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri
Meureudu sebesar 0% lebih kecil dar rata-rata capaian nasional sebesar 3, 19%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk
mendukung tercapainya kinerja indikator jumiah putusan yang menggunakan
keadilan restoratif adalah :

a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk

melaksanakan persidangan.



b. Adanya anggaran DIFA 01 tahun 2024 program dukungan
manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian
perkara

¢. Adanya anggaran DIFA 03 tahun 2024 program penegakan dan
pelayanan hukum yang digunakan wuntuk biaya operasional
persidangan perkara pidana.

d. Adanya SK Direkiur Jenderal Badan Peradilan Umum MNomor
1681/DJUISK/IPS 00122020 tentang Pedoman Penerapan
Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum dalam
menangani perkara khususnya perkara narkotika.

& Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan Negeri
Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinera
persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
adalah ;

a) Pengadilan Negeri Meureudu menjalin kerjasama dan komunikasi

yang baik dengan pihak BNN, Kejaksaan dan Kepolisian.

b) Adanya monev capaian kinerja pertriwulan yang dilakukan untuk
memantau hasil capaian kinerja serta hambatan dan tindaklanjut
yang harus dilakukan.

Uniuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2024 akan

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penguatan komitmen bersama uniuk melayani para pencari keadilan
melalui peanandatanganan pakta integritas;

b) Meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak
BNN, Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal penanganan perkara
pidana narkotika agar bisa diselesaikan melalui pendekatan RJ untuk

perkara yang memenuhi syarat.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
adalan perbandingan jumiah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding dengan jumlah perkara yang diputus. Input adalah jumlah perkara
perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang




tidak mengajukan upaya hukum banding.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 90%
untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum
banding. Berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Negeri menyelesaikan 143
perkara. Dan 143 perkara tersebut 21 perkara mengajukan Upaya hukum
banding. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel dialas dapat dilihat bahwa sebanyak 21
perkara dari 143 perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 tidak puas dengan
hasil putusan hakim dan mengajukan upaya hukum banding Dan 21 perkara
yang mengajukan upaya hukum banding terdini dari 3 perkara perdata dan 18
perkara pidana. Untuk melihat persentase capaian perkara yang fidak
mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini .

Tabel 29. Realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding belum mencapai target yang
ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa hakim sudah menunjukkan Kinerna yang



sangat baik apabila dilihat dari capaian kinerja yang meningkat dibandingkan
dengan tahun lalu. Capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah
adalah sebagai berikut :
Tabed 30. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
tahun 2020-2024
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Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan
tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Tahun 2020-2024
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Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas terihat bahwa capaian
kinerja indikator perkara yang Gidak mengajukan upaya hukum banding
mengalami peningkatan setelah menurun pada tahun 2023. Pada tahun 2024
jumiah perkara yang mengajukan Upaya hukum banding menurun jika
dibandingkan dengan tahun lalu. Secara hukum semakin sedikit yang
mengajukan upaya hukum banding, maka para pihak semakin puas dengan
hasil putusan Hakim, sebaliknya semakin banyak yang mengajukan upaya
hukum banding maka semakin banyak para pihak yang tidak puas dengan
hasil putusan hakim. Hasil capaian sampai dengan tahun ini belum melampaui
target jangka menengah sebesar 99 39%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan
Negeri Meureudu berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan baik

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai praktik belajar dan organisasi lain. Tujuan dari
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagal bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapal fujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun
capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 31. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum banding 2024

¥ aiid T -
Target(%) | Realsiasi{%) | Capaian(%)
1. | PN Banda Aceh B0, 00% 54 00% 67,50%
2. | PM Bireuen B0, 00% B81.01% 101,26%
3. | PN Blangekejeren 95 00% 97 53% 102,66%
4. | PN Blangpidie G0,00% B8.80% 148 00%
& | PN Calang 80,00% B4, 05% 105.11%
6 | PNIgi 85,00% 88,00% 103,53%
7. | PN Jantho B85,00% 88,00% 103,53%
8. | PN Kuala Simpang B0, 00% B2.83% 104, 72%
9. | PN Kutacane 87,00% 82 00% 105, 74%
10.| PN Langsa 92,00% o5,06% 103,33%
11.| P Lhokseumawe 100, 007% B5.78% 85, 78%




12.| PM Lhoksukon 77.00% B217% 106,71%
13. | PN Meulaboh 85,00% 85,90% 101,06%
14.| PN Meureudy 80,00% 85,31% 94 79%
15.| PN Sabang 90.00% 71,19% 78,10%
16, | PM Sigli 85, 00% 02.08% 06,93%
17.| PH Simpang Tiga Redelong 90,00% 85,00% B4 44%
1B.| PN Sinabang 55,00% 79.41% 144, 38%
-m. PN Singkd | 92,00% 85,08% 103,36%
20.| PN Sukamakmue | sopow | 87,00% 108,75%
21.| PN Takengon 85,00% 81,00% 95,29%
22 | PN Tapaktuan 80.00% 79.56% 96, 49%
Rata-rals 83,00% BIET% 102,52%

Grafik B. Capaian Kinerja Nasional indikator perseniase perkara tidak
mengajukan upaya hukum banding tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan
Negen Meursaudu memiliki target sebesar 90%, lebih kecil dan target rata-rata
nasional sebesar B3%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 85 31%,
lebih besar dari rata-rata nasional sebesar 83,67%, dengan capaian pada
Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 84, 79% lebih kecil dan rata-rata capaian
nasional sebesar 102 52%.

Analisis fakior atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan unfuk
mendukung tercapainya kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding adalah :

a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk

melaksanakan persidangan.

b. Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan

i




manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian
perkara

c. Adanya anggaran DIFA 03 tahun 2024 program penegakan dan
pelayanan hukum yang digunakan untuk biaya operasional
persidangan perkara pidana.

d. Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan Negeri
Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinera
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah
sebagai berikut :

a) Hakim telah menekankan pelaksanaan koordinasi dalam hal
membuat putusan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga
para pihak puas dengan putusan karena sehiap fakta dipersidangan
dipartimbangkan dengan baik.

b) Meningkatkan kKompetensi SDM  khususnya Hakim dengan
mengikutsertakan para Hakim untuk mengikuti bimtek atau
workshop yang diadakan cleh Pengadilan Tingkat Banding atau
Mahkamah Agung.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencar
keadilan melalui penandatanganan pakta integritas,

b) Melakukan pemantaun dan penyesuaian target secara berkala

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus. Input adalah jumlah
perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Ouiput adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pada tahun 2024 Pengadilan Megeri Meureudu menargetkan 92%
untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum
kasasi Berdasarkan dala pada SIPP Pengadilan Negeri Meuresudu
menyelesaikan 143 perkara. Dari 143 perkara tersebut tidak ada perkara

TS




mengajukan Upaya hukum kasasi pada tahun berjalan (perkara yang diputus

bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permchonan perkara
perdata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 32. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
tahun 2024
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Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 143
perkara dan 143 perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 sudah puas
dengan hasil putusan hakim tingkat pertama dan tidak mengajukan upaya
hukum kasasi. Untuk melihat persentase capaian perkara yang fidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :

Tabel 33. Realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
tahun 2024

FPada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi matampaui target yang ditetapkan.
Ini menunjukkan bahwa hakim sudah menunjukkan kinerna yang sangat baik
apabila dilihat dan capaian kinerja yang meningkat dibandingkan dengan tahun
lalu. Capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



pericde renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah adalah sebagai
berikut :
Tabel 34. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
tahun 2020-2024
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Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan tahun-
tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 8. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

tahun 2020-2024
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Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas terihat bahwa capaian
kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
mengalami masih mengalami peningkatan dar tahun 2020 sampai dengan
2024. Pada tahun 2024 jumlah perkara yang mengajukan Upaya hukum kasasi




masih dapat dipertahankan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Secara hukum
semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka para pihak
semakin puas dengan hasil putusan Hakim, sebaliknya semakin banyak yang
mengajukan upaya hukum kasasi maka semakin banyak para pihak yang tidak
puas dengan hasil putusan hakim. Hasil capaian sampai dengan tahun ini
sudah melampaui target jangka menengah sebesar 105,62%. Ini menunjukkan
bahwa Pengadilan Neger Meureudu berhasil mencapai sasaran strategis ini
dengan baik.

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari
benchmarking yaitu uniuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun
capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 35. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024

Target(%) | Realsiasi(%) | Capaian{%)
1. | PM Banda Aceh 85,00% 73,00% 85,88%
2 | PM Bireven 85,00% a7, 80% 115.06%
3. | PM Blangekejeren 97.00% 100,00% 103,00%
4_ | PM Blangpidie - _?hnﬂ}% _Ii-z,ﬂﬂ% 131,43%
5. | PM Calang B0,00% 100,00% 125,00%
6 | PN 85,00% 100,00% 117 B5%
7. | PM Jantho 80,00% 100,00% 111,11%
8. | PN Kuala Simpang 90,00% 100,00% 111,11%
8. | PN Kutacane 84, 00% 89,63% 95,35%
10.| PN Langsa 93,00% 899, 50% 106, 99%
11| PN Lhokseumawe 100,00% 97 28% 07, 268%
12, | PN Lhoksukon 88,00% 89, 75% 113.35%
13.| PN Meulaboh 80,00% 100,00% 111.11%
14| PN Meureudu 82 00% 100,00% 108, 70%
15.| PN Sabang 95.00% | 100,00% | 10526%




18.| PN Sigh 96,00% | 9894% | 103,08%
17.| PN Simpang Tiga Redelong 8000% | 91.00% | 11375%
18.| PN Sinabang -  7500% | 10000% | 13333%
19.| PN Singki 97.00% | 10000% | 103,08%
20.| PN Sukamakmue 90,00% | 10000% | 111,11%
21.| PN Takengon 9500% | 10000% | 105.26%
22 | PH Tapakiuan 85% 1005 117, 80%

Rata-rata BE.TI% 97, 22% 110, 25%

Grafik 10. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara tidak
mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan
Negeri Meureudu memiliki target sebesar 92%, lebih besar dari target rata-rata
nasional sebesar 88 73%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar
100%, lebih besar dari rala-rata nasional sebesar 97,22%, dengan capaian
pada Pengadilan Negen Meureudu sebesar 108,70% lebih kecil dar rata-rata
capaian nasional sebesar 110,25%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk
mendukung tercapainya kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi adalah :

a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk

melaksanakan persidangan.

b. Adanya anggaran DIPA 01 ftahun 2024 program dukungan
manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian
perkara

€. Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program penegakan dan
pelayanan hukum yang digunakan wuntuk biaya operasional




persidangan perkara pidana.

d Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan Negeri
Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinena
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah
sebagal berikut

a) Hakim telah menekankan pelaksanaan koordinasi dalam hal
membuat putusan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga
para pihak puas dengan putusan karena setiap fakta dipersidangan
diperimbangkan dengan baik.

b) Meningkatkan kompetensi SOM khususnya Hakim dengan
mengikutsertakan para Hakim untuk mengikuti bimtek atau
workshop yang diadakan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau
Mahkamah Agung.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari
keadilan melalui penandatanganan pakta integritas,

b) Melakukan pemantaun dan penyesuaian target secara berkala

Indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan divers
merupakan perbandingan |jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil
dengan jumiah perkara diversi. Diversi merupakan pengalinan penyelesaian
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana,
sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomar 11 Tahun
2012 tentang Sistern Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan
terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau
telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun,
yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan
diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan
indak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam




bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumnulatif, maupun kombinasi
(gabungan).
Syarat Diversi pada Pasal 7 UL SPPA
a) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak
di pengadilan neger wajib diupayakan Diversi.

b) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pangulangan tindak pidana.

Pada tahun 2024 Pengadilan MNegeri Meureudu menargetkan 25%
untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.
Berdasarkan data pada SIFPP, terdapat 1 perkara anak yang diselesaikan
dengan divers: pada penode triwulan 3, namun diversi tidak berhasil. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel 36. Perkara pidana anak diselesaikan dengan diversi tahun 2024

Pada data tersebut terlihat bahwa jumilah perkara anak yang masuk
pada tahun 2024 hanya 1 perkara dan yang memenuhi syarat untuk dilakukan
diversi hanya 1 dengan nomor perkara yaitu 1/Fid Sus-AnakfZ024/PN Mm.
Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan perkara anak yang didiselesaikan
dengan diversi sebesar 25% Berdasarkan data pada tabel diatas target
tersebut belum tercapai dengan realisasi sebesar 0%.

Capaian indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan
diversi periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah adalah
sebagai berikut

Tabel 37. Persentase perkara persentase perkara anak yang diselesaikan
dengan diversi tahun 2020-2024
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Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan
persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dengan tahun-tahun
sabelumnya adalah sebagai berikut .

Grafik 11. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
tahun 2020-2024
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Pada tabel dan grafik di atas teriihat bahwa pada tahun 2021 perkara
anak yang diselesaikan dengan diversi berhasil dilaksanakan dengan realisasi
mencapai 100%. Pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada capaian karena tidak ada
perkara yang masuk Berdasarkan rapat penetapan kinerfa maka ketua
mengambil kebijakan pada tahun 2024 target pada indikator persentase perkara
anak yang diselesaikan dengan diversi masih ditargetkan 25% karena
mininnya perkara anak yang masuk.

Hasil realisasi dan capaian pada fahun 2021 membuktikan bahwa



Pengadilan MNegen Meureudu mampu melaksanakan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak dengan baik, meskipun untuk kedepannya peru
dilakukan perencanaan yang lebih matang dalam menentukan target kinerja.

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagai patckan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi Konsep
benchmarking dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dan
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagal bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai fujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Neger Meureudu
akan bisa menemukan cara ferbailk untuk meningkatkan proses maupun
capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 38. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang
diselesaikan dengan diversi tahun 2024

Target(%) | Realsiasi(%) | Capaian(%)
1. | PN Banda Aceh 50,00% 50,00% 100,00%
2 | PN Bireuen 100,00% 100,00% 100,00%
3. | PN Blangekejersn 10,00% MNIA NIA
4. | PN Blangpidia 5.00% MIA MA
5. | PN Calang 20,00% MNIA N/A
6 |PNIGi 20,00% 0,00% 0,00%
7. | PN Jantho 50,00% A MN/A
B. | PN Kuala Simpang 50,00% MiA MA
8. | PN Kutacane 40,00% 25,00% 62 50%
10. | PM Langsa 20,00% 100,00% S00,00%
11.| PN Lhokseumawe 30,00% 50,00% 166, 67%
12.| PN Lhoksukon m,ﬁiﬂ N NA | NA
13.| PN Meulaboh 1,00% 0,00% 0,00%
14.| PN Meureudu 25,00% 0,00% 0,00%
15.| PN Sabang 1,005 100,00% 10000, 00%
16, | PN Sigl 5,00% N/A MNIA
17.| PN Simpang Tiga Redelong a 2500% | 100,00% | 400,00%
18.| PN Sinabang 10,00% NIA N/A
19. | PM Singkil 25,00% 100,00% 400,00%




20| PN Sukamakmue 50,00% NiA /A
21.| PN Takengon 5,00% 0,00%: 0,00%
22.| PN Tapaktuan 2 00% NiA NIA
| Rata- rata 30,10% 97,22% 110,25%

Grafik 12. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara anak
yang diselesaikan dengan Diversi tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan
MNegeri Meuraudu memiliki target sebesar 25%, lebih kecil dan target rata-rata
nasional sebesar 30,10%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0%,
lebih kecil dan rata-rata nasional sebesar 52 22%, dengan capaian pada
Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dari rata-rata capaian
nasional sebesar 977 43%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk
mendukung tercapainya kinena persentase perkara anak yang diselesaikan
dengan diversi adalah :

a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan

persidangan.

b. Adanya anggaran DIFA 01

manajemen sebagal pendukung terlaksananya penyelesaian perkara

c. Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program penegakan dan

pelayanan hukum yang digunakan untuk biaya operasional
persidangan perkara pidana.

d. Adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

e Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan Negeri

Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

tahun 2024 program dukungan




Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja
persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah sebagai
berikut :

a) Hakim selalu mengupayakan pelaksanaan diversi dengan

mempalajar berkas perkara anak yang dilimpahkan ke Pengadilan
Megeri Meureudu dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
b) Adanya musyawarah yang baik antar pihak yang melibatkan anak
dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing
kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan dan pihak-
pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencan keadilan

melalui penandatanganan pakta integritas.

b) Meningkatkan upaya pelaksanaan diversi.

¢) Melakukan pemantaun dan penyesuaian target secara berkala

Indikator ini mengukur persentase index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024, Nilai Indeks Kepuasan
Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat
yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan
Negeri Meureudu. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No.
Kep/25M PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum
Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah
sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi
interval 1KM Index harus = 80

Responden dalam survei adalah sefiap orang yang berkaitan atau
berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan
Negeri Meureudu, yang terdiri dari seluruh stake holder yang berkepentingan
di Pengadilan Negeri Meursudu Adapun target yang ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja organisasi pada indikator Index Persepsi Pencar Keadilan

yang Puas Terhadap Laianan Peradilan adalah 90%.



Varabel pengukuran berdasarkan pada Peraturan Menter
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

1) Persyaratan
Persyaralan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis palayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemben dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan

3) Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyeleésalkan seluruh proses pelayanan dan setiap jenis pelayanan,

4) Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarf adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dan penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
penyelenggara dan masyarakat.
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis

pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan

pengalaman.
7) Perilaku Pelaksana **)
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan

pelayanan.
8) Sarana dan prasarana



Sarana adalah segala sesuatu yang dapal dipakal sebagai alat dalam
mencapal maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak
(gedung).
9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Adapun perhitungan skor menggunakan skala lkert, dengan skor 1
sampal 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100. Indikator
penilaian yang digunakan adalah sebagai benkut :

Tabel 38. Kategorn Mutu Pelayanan

Berikut hasil Survei Kepuasan Masyarakal yang dilakukan secara
berkala di Pengadilan Neger Meureudu pada tahun 2024,
Tabel 40. Hasil Survei index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap
layanan Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024

B n e e e
. " T

) DT Ll el L

_-----_
B 02 ° ‘40 40 sangmbak




Berdasarkan survei yang telah dilakukan, didapat bahwa indeks

kepuasan masyarakat pada Pengadilan MNeger Meureudu pada tahun 2024
rata- rata sebesar 4,00 alau 99, 92% berada pada kategori “SANGAT BAIK".

Tabel 41. Capaian Indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan tahun 2024
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, survei
index kepuasan masyarakal di isi oleh 382 orang dam pangukuran dilakukan
sefiap friwulan. Realisasi rata-rata selama tahun 2024 untuk indikator index
persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah 99 92%
diatas target kinerja yang diharapkan sebesar 90% dengan capaian 111,02%.

Berikut ini perbandingan Index persepsi stakeholder yang puas
terhadap layanan Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2020-2024 dengan
jangka menengah.

Tabel 42. Capaian Indikator kinefja indax persepsi pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan tahun 2020-2024



Grafik 12. Capaian index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan Tahun 2020-2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa dar tahun
2022 hingga tahun 2024 Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap
layanan peradilan pada Pengadilan MNegeri Meureudu selalu berhasil
melampaui target yang telah ditetapkan dengan rata-rata realisasi 94 51%,
melebihi target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 81%.

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerna organisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai praktik belajar dar organisasi lain. Tujuan dan
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun




capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 43. Capaian Kinernja Nasional Indeks persepsi penacari keadilan
yang puas tamnclnp h-,rnmn Peradilan tahun 2024

T T i P P .
ol sy ) | Tu‘gal{'!ij i
1. | PN Banda Aceh 95,00% 99 55% 104,79%
2. | PN Bireuen a2 00% 88, 20% 105,33%
3. | PN Blangekejeren 92,00% 97 .52% 106,00%
4. | PN Blangpidie 90,00% 99.11% 110,12%
5 | PN Calang 90,00% 99 95% 111,06%
& | PN Igi 90,00% 98,00% 108,89%
7. | PN Janthe 95 009% 96, 00% 101,05%
& | PN Kuals Simpang 95,00% 98, 38% 103,56%
9. | PN Kutacane 92,00% 97,18% 105,63%
10.| PN Langsa 9300% | 97.07% 104,38% |
11.] PN Lhekseumawe 9500% | 100,00% | 10526%
12.| PN Lhoksuken 91,00% 98,37% 108,10%
13.| PN Meulaboh 90,00% 98,43% 108,37%
14.| PN Meureudu 90,00% 99,92% 111,02%
15 | PN Sabang 95,00% 99, 26% 104, 48%
16.| PM Sigh 90,00% 89 BE% 110,96%
17.| PN Simpang Tiga Redelong 95,00% 88,00% 103,16%
18.| PN Sinabang 90,00% g5,10% 105,67%
18| PN Singkil 90,00% 98, 56% 108.51%
20.| PM Sukamakmue 95,00% 99,00% 104.21%
21.| PM Takengon 90,00% 100,00% 11.11%
22.| PM Tapaktuan 80.00% 100% 1%
Rata- rata 92,14% 98,46% 107,03%

Grafik 14. Capaian Kinerja Nasional indikator Indeks Persepsi Pancari
Keadilan yang Puas Terhadapa Layanan Peradilan tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan
Negen Meureudu memiliki target sebesar 90%, lebih besar dari target rata-rata
nasional sebesar 92 14%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar
99 92%, lebin besar dari rata-rata nasional sebesar 98 46%, dengan capaian
pada Pengadilan Negen Meureudu sebesar 111,02% lebih besar dan rata-rata
capaian nasional sebesar 107 03%.

Analisis faktor atau kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung
tercapainya kinerja index persepsi pencar keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan adalah :

a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Adanya anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 sebagai pendukung
terlaksananya kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan.

c. Adanya kKebijakan untuk memberikan pelayanan sesual standar
pelayanan dan SOP.

Program atau kegiatan yang dilakukan wuntuk menunjang
keberhasilan tercapainya indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan adalah :

a) Meningkatkan dan memperbaiki pelayanan sehingga seluruh
Masyarakat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri
Meureudu dapal menjangkau seluruh layanan yang diberikan
Pengadilan Negen Meureudu

b) Penguatan peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan
pegawai dalam kegiatan Bimtek atau sosialisasi tentang pelayanan.

c) Melakukan monev terhadap 3 nilai unsur terendah disetiap triwulan.

di Memaksimalkan ﬁﬁﬁ PTSP ﬂm memberikan bﬁ&ﬁﬁ setiap




seminggu sekali agar pelayanan kepada Masyarakal terus
meningkat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan
melalui penandatanganan pakia integritas.

b) Mengikutsertakan pegawai khususnya petugas PTSP dalam
kegiatan Bimtek atau sosialisasi tentang pelayanan,

c) Meningkatkan penyediaan saranan dan prasarana yang memadai
bag penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Momor
1682/DJUSK/PS 00M2/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggl dan
Pengadilan Negeri.

d) Monitoring dan evaluasi terhadap Standar pelayanan dapat
dilaksanakan antara lain melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada aplikasi SISUPER per tiga bulan.

e) Menerapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 114/DJUSK HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada

Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri




Tabel 44. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

[ omgreie ainan | ‘ 100
1 Efektivitas Pulusan Perkara Perdata |
|m  yang Disampaikan ke Para | ;
mpm . Pihak Tepat Wakiu |
- "Pmm' ars ‘Salinen = 100 | 100 @ 100

Pulusan Perkara Pidana
: yang Disampaikan ke Para
| Pihak Tepat Wakiu
. Persentase Perkara yang w |
Diselesaikan Melaiui :
Mediasi ! |
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 7156 6666 6666

-—

Analisis atas capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut

Indikator ini mengukur persentase jumlah salinan putusan perkara
perdata yang disampaikan ke para pihak tepat wakiu sesual dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung Mo. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.
02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Nilai persentase pada
indikator ini dapat diketahui dengan cara membandingkan jumiah salinan



putusan yang di minutasi dan dikinm tepat wakiu dengan jumilah putusan pada

tahun berjalan. Pada tahun 2024 indikator persentase Salinan putusan perkara

yang disampaikan ke para pihak tepat wakiu ditargetkan 100%. Persentase

Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 45. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara perdata yang
disampaikan ke para pihak tepat wakiu tahun 2024

_ .. | I- l-

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMASSKAI2012 tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu
pengiriman Salinan putusan adalah dalam waklu 14 han kerja sejak putusan
dibacakan. Namun uniuk perkara perdala yang diajukan secara elektronik (e-
court) sesuai dengan SOP Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Perlawanan
Secara Elektronik (E-Court) — Mediasi Berhasil dari Dirjen Badilum MNomor
262/DJUIOT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di
Satuan Kerja melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Neger Meureudu
pengirnman Salinan putusan tepat wakiu adalah 1 jam setelah salinan putusan
yang telah selesai diverifikasi dan tandatangani secara elekironik kemudian di
unggah ke dalam SIPP. Pada tahun 2024 seluruh perkara perdata yang
diputus di Pengadilan Negeri Meureudu diajukan melalui e-court yang terdin
dan perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, permohonan, dan bantahan
sehingga jumlah seluruh Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan
secara elekironik adalah 95 perkara.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumiah pulusan perkara
perdata pada tahun 2024 sebanyak 95 perkara dan salinan putusan telah




disampaikan kepada para pihak tepat wakiu sehingga nilai realisasi pada
indikator ini 100% dengan hasil capaian 100%.

Milai pencapaian pada indikator ini selama periode renstra 2020-2024
dangan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 46 Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara perdata
yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020 - 2024

Target S7T%  80%  100%  100%  100% 95%

capalan 103% 125% 100%  100% 100% 105.6%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan salinan
putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan
tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 15. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan
ke para pihak tepat waktu tahun 2020 - 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas realisasi indikator persentase
salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat wakiu
mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Artinya sampai saat ini Pengadilan
Megeri Meureudu sudah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada
sasaran peningkatan afektivitas pangelolaan panyelasaian perkara.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan
unfuk

mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase
Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan tepat wakiu adalah sebagai
berikut .

a. Adanya biaya perkara yang bersumber dan pihak ketiga yang
digunakan untuk biaya proses perkara sampai perkara tersebut
selesai.

b. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat
pendukung penyelesaian administrasi perkara,

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Mo. 01 Tahun 2011 tentang
perubahan SE MA MNo. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
Putusan

d. Menerapkan SOP Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Perlawanan
Secara Elektronik (E-Court) — Mediasi Berhasil dari Dirjen Badilum
Nomor 262/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah
diterapkan di Satuan Kerja melalui Surat Keputusan Kefua
Pengadilan Neger Meureudu Nomor 30/KPN Bir/SK/AV2023 tanggal
17 Mei 2023

e. Adanya sikap profesionalisme dari pegawai untuk melaksanakan
lugas dan tanggungjawab secara tepat waktu.




Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan
tercapainya indikator kinerja persentase Salinan putusan perkara perdata yang
disampaikan tepal waktu adalah :

a) Adanya pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap Salinan

putusan yang dikinm kepada para pihak secara lepat waktu.

b) Kepatuhan terhadap SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan

SEMA 02 Tahun 2010 penyampaian Salinan Putusan dan Petikan
Putusan.

¢} Penyediaan sarana dan prasarana yang memadal sehingga
pegawai dapat menjalankan tupcksinya dengan baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja persentase Salinan
putusan yang disampaikan kepara pihak tepat waktu, di tahun 2024 akan
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari

keadilan melalui penandatanganan pakta integritas

Indikator ini juga mengukur persentase jumlah salinan putusan perkara
pidana yang disampaikan ke para pihak tepat wakiu sesual dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.
02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Nilai persentase pada
indikator ini dapat diketahui dengan cara membandingkan jumlah salinan
putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumiah putusan pada
tahun berjalan. Pada tahun 2024 indikator persentase Salinan pulusan perkara
pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waklu ditargetkan 100%.
Persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak
tepat waktu dapat dilinat pada tabel benkut ini

Tabel 47. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara pidana yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024
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Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
MNomor 026/KMASSKNI2012 tentang standar pelayanan peradilan, jangka wakiu
penginman kembali berkas ke pengadilan pengaju maksimal 14 harl setelah
putusan. Perkara pidana yang diputus pada tahun 2024 sebanyak 48 Perkara.

Milai pencapaian pada indikator ini selama periode renstra 2020-2024
dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 48. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara pidana yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020 - 2024
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Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan salinan
putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat wakiu dengan
tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai benkut :
Grafik 16. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke
para pihak tepat waktu tahun 2020 - 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas realisasi indikator persentase

salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat wakiu
tercapal 100% sejak tahun 2020 dan bertahan sampai dengan sekarang,

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai prakiik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapal tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Neger Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun
capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 49. Capaian Kinerja Nasional Persentase Salinan Pulusan yang
disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu tahun 2024

1. | PN Banda Aceh 100, 00% 100,00% 100,005
2 | P Bireuen 100,00% | 100,00% | 100,00%
3 | PN Biangekejeren 100,00% | 100,00% | 100,00%
4 | PN Blangpidie 100,00% | 100,00% | 100,00%
5 | PN Calang 100, (0% 100, 00% 100,00%
6 | PNId 100,00% | 100,00% | 100,00%
7. | PN Jantno 100,00% | 100,00% | 100,00%
8. | PN Kuala Simpang 100,00% 100,00% 100,00%
9. | PN Kutacane 100,00% 100,00% 100,00%
10. | PN Langsa 100,00% | 100,00% 100,00%




11.| PN Lhokseumawe 100,00% | 100,00% | 100.00%
12.| PN Lhoksuken 100,00% | 100,00% | 100,00%
13.| PN Maulaboh 100,00% 100,00% 100,00%
14, | PN Meureudu 100,00% 100,00% 100,00%
15.| PN Sabang 100,00% | 100.00% | 100.00%
18.| PN Sigi 100,00% | 100,00% | 100,00%
17.| PN Simpang Tiga Redelong 100,00% 100,00% 100,00%
18.| PN Sinabang 100,00% 100,.00% 100,00%
-ia.: PN Singkil 100,00% | 100,00% | 100,00%
20.| PN Sukamakmue o 100,00% | 100,00% | 100,00%
21.| PN Takengan 100,00% | 100,00% | 100,00%
22, | PN Tapakiuan 100% 100%; 100%
Rata: rata 100% | 100% | 100%

Grafik 17. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Salinan Putusan
yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan
Negeri Meureudu memiliki target sebesar 100%, sama dengan target rata-rata
nasional sebesar 100%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%,
sama dengan dari rata-rata nasional sebesar 100%, dengan capaian pada
Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100% sama besar dari rata-rata capalan
nasional sebesar 100%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan untuk
mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase
Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan tepat waktu adalah sebagai
berikut :

a, Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan
manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara




. Adanya anggaran DIFA 03 tahun 2024 program penegakan dan

pelayanan hukum vyang digunakan untuk biaya operasional
persidangan perkara pidana.

. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat

pendukung penyelesaian administrasi perkara.

. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang

perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
Putusan.

. Adanya SOP sebagal acuan dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan prosedur
Adanya sikap profesionalisme dari pegawai untuk melaksanakan
tugas dan tanggungjawab secara tepat wakiu.

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan

tercapainya indikator kinerja persentase Salinan putusan perkara pidana yang

disampaikan tepat waktu adalah :

a)

B)

c)

Adanya pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap Salinan
putusan yang dikinm kepada para pihak secara tepat waktu.
Kepatuhan terhadap SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan
SEMA 02 Tahun 2010 penyampaian Salinan Putusan dan Petikan
Putusan.

FPenyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga
pegawai dapat menjalankan tupoksinya dengan baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja persentase Salinan
putusan yang disampaikan kepara pibak tepat waktu, di tahun 2024 akan
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a)

b
b)

d)

Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan
melalui penandatanganan pakta integritas.

Meningkatkan pengawasan serta monitoring dan evaluasi
Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan
Negeri Meureudu Penguatan pelaksanaan program one day minute
oneday Meningkatkan pengawasan serta monitoring dan evaluasi

Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan
Megern Meureudu

Penguatan pelaksanaan program one day minute one day publish
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Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara perdata yang
diselesaikan melalui mediasi. Hasil realisasi pada indikator ini dapat diketahui
dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui
mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator,

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata
yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan
verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih
dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang wakiu
penyelesaiannya meliputi antara lain:
a) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan
Industrial;
c) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d) HKeberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
e) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
fi Keberatan atas putusan komisi informasi;
g) Penyelesaian perselisihan partai politik;
h) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
i} Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang
wakiu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan,;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadimya penggugat atau
tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara
(intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan




perkawinan;

5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di
luar pengadilan medalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang
terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan
pernyataan yang ditandatangani cleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan hanya

15% untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Target tersebut berdasarkan keadaan perkara yang diselesaikan melalui

mediasi tahun 2022 dan 2023 pernah tercapai. Namun Perkara yang berhasil

dimediasi pada tahun 2024 tidak dapat dicapai sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 50. Perkara yang diselesaikan malalui Mediasi tahun 2024
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024
sebanyak B perkara yang dilakukan mediasi namun tidak ada yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi.

Nilai pencapaian pada indikator ini selama periode renstra 2020-2024
dengan targel jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51 Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2020-2024

| = 3 2 86.67% 0% 222.27%
| 202 6 0 e P

| 2022 5 1 20,00% 15%  133,33%

| 4023 6 2 33,33 16%  222.22%

| i 8 0 0% 15% 0%

I TW;F"?:;L% 24% 35% 115.55%




Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan perkara
yang diselesaikan melalui mediasi dengan tahun-tahun sebelumnya adalah

sebagal barikut
Grafik 18. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2020-
2024
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Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa capaian
pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun ini
mencapal tidak dapat dicapai, Pengadilan Megeri Meureudu menargetkan
persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 15%
karena pada tahun-tahun sebelumnya indikator ini pernah tercapai atau permnah
ada perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi. Hal ini
tentunya menjadi pembelajaran bagi Pengadilan Negeri Meursudu bahwa
dalam menentukan target kinerja harus benar-benar matang dapat
dicapai

{achievable), menantang, dan realistis serta harus memenuhi kritena SMART.

Perbandingan dengan capaian kinefja (benchmarking) dilaksanakan
sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapal tujuan
operasional dan langkah stralegis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian
hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 52. Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara yang diselesaikan

dengan Mediasi tahun 2024

1. | PN Banda Aceh B,00% 10,00% 125,00%
2. | PN Bireuen 20,00% 10,00% 50,00%
3. | PN Blangekejeren 20,00% 0,00% 0,00%
4 | PN Blangpidie B,00% 0,00% 0,00%
5 | PN Calang 5,00% 0,00% 0,00%
B | PN Idi 25,00% 0,00% 0,00%
7. | PN Jantho 5,00% 6,00% 120,00%
8 | PN Kusla Simpang 3,00% 0,00% 0,00%
8. | PN Kutacane 13,00% 22 00% 168,23%
10. | PN Langsa 5,00% 0,00% 0,00%
11, | PN Lhokseumawe 30,00% 0.00% 0,00%
12.| PN Lhoksukon 2,00% 5,800% 295, 00%
13. | PN Meulaboh 1,00% 0,00% 0,00%
14, | PN Meweuduy 15,00% 0,00% 0,00%
15. | PN Sabang 1,00% 0,00% 0.00%
16.| PN Sigli 4,00% 0,00% 0,00%
17.| PN Simpang Tiga Redelong 10,00% 14,00% 140,00%
1B.| PN Sinabang 50,00% 100,00% 200,00%
19.| PN Singkil 15,00% 7.69% 51,27%
20. | PN Sukamakmue 10,00% 0,00% 0,00%
21. | PN Takengon 10,00% 10,00% 100, 00%
22. | PN Tapakiuan 2% 0% 0%
Rata- rata 11,91% B.44% 56,84%




Grafik 19. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui mediasi tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan
Negeri Meureudu memiliki target sebesar 100%, sama dengan targel rata-rata
nasional sebesar 15%, realisasi Pengadilan Neger Meureudu sebesar 0%, lebih
kecil dengan dar rata-rata nasional sebesar 11,91%, dengan capaian pada
Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dari rata-rata capaian
nasional sebesar 56 84%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan untuk
mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase
perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebagai berikut :

a Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan

manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyalesaian perkara

b. Adanya biaya perkara yang bersumber dan pihak ketiga yang

digunakan untuk biaya proses perkara sampal perkara tersebut
selesai

c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan sebagal alat

pendukung penyelesaian administrasi parkara,

d. Peraturan Mahkamah Agung Momor 1 Tahun 2016 tentang Prosadur

Mediasi di Pengadilan

e Adanya SOP sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan prosedur

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang
keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi adalah :

a) Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim

Mediator berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena



tawaran yang disampaikan ocleh salah satu pihak dapat diterima oleh
pihak lainnya, sehingga perkara lersebut dapat diselesaikan dengan
akta perdamaian.

b) Hakim mediator membangun komunikasi yang sangat baik dengan
para pihak, sehingga para pihak bersedia hadir dan melaksanakan
mediasi sesuai jadwal yang sudah disepakati.

c) Hakim lebih sering menyampaikan atau memberikan arahan kepada
para pihak mengenai kelebihan-kelebihan mediasi dan manfaat
yang didapatkan apabila perkara diselesaikan melalui mediasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan
melalul penandatanganan pakta integritas.

b) Merevisi target kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang,
dan realistis serta harus memenuhi kriteria SMART Melanjutkan
program dan kegiatan yang sudah dilakukan ditahun sebelumnya.

Tabel 53. Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2024




_

Analisis atas capaian persentase dari masing-masing indikator sasaran
ini adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2024 Iindikator persantase perkara prodec yang
diselesaikan tidak ditargetkan (N/A) karena tidak tersedianya anggaran pada
DiIFA 03 tahun 2024, namun pencatuman Indikator ini akan selalu ada
sehubungan dengan komitmen pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat
pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang
bahwa manusia sebagai mahkluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang
sama sebagai warga negara Republik Indonesia (o Bamier In Law).

Persentase perkara prodec yang diselesaikan tidak pernah tercapai
pada fahun-tahun sebelumnya karena tidak pemah ada perkara prodeo,
sehingga aggaran yang sudah disediakan pada tahun-tahun sebelumnya untuk
penyelesaian perkara prodeo juga harus direvisi pada kegiatan lain yang lebih
membutuhkan, sehingga sejak tahun 2019 Pengadilan Neger Meureudu tidak
lagi diberikan anggaran untuk penyelesaian parkara melalui pembebasan biaya
perkara (prodeo) karena tidak pernah terealisasi. Berikut rincian capaian
indikator persentase perkara prodeo selama periode renstra 2020-2024 dengan
target jangka menangah.

Tabel 54, Persentase parkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020-2024
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Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan perkara
prodeo yang diselesaikan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai
benkut :

Grafik 20. Perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020-20234
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat bahwa indikator persentase
perkara prodeo yang diselesaikan selama pericde renstra 2020-2024 tidak
pemah terealisasi. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Pengadilan
Megeri Meureaudu tidak memiliki anggaran untuk perkara prodeo karena tidak
ada perkara prodeo yang didaftarkan di Pengadilan Neger Meureudu.

Perbandingan dengan capaian kinena (benchmarking) dilaksanakan
sebagai patokan atau alat analisis unluk melihat kinerja crganisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dan
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapal tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian
hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 55. Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan tahun 2024

No. Satuan Kerja diselesaikan
Target(%) | Realsiasi{%) | Capaian(%)
1, | PN Banda Aceh 85, 00% 93,00% 97 B0%
2. | PN Bireuen A MNIA MiA
3. | PN Blangekejeren NIA WA MA
4 | PN Btangpidie MNiA, NiA NIA
§ | PN Calang 100,00% 100,00% 100,00%




6. | PNIdi MNiA, NIA N/A
7. | PN Jantho MIA, NiA N/A
8 | PN Kuala Simpang 100,00% 100,00% 100,00%
8. | PN Kutacane A, NIA, N/A
(10.|PNLiangsa N/A NIA NIA
11.| PN Lhokseumawe 100, 00% 100,00% 100,00%
12.| PN Lhoksukon 100,00% 100,00% 100,00%
13. | PN Meutaboh A, MNiA, NI,
14, | PN Meweudu MIA MiA A
15.| PN Sabang MIA MiA MFA
16.| PN Sigli NIA MNIA MNIA
17.| PN Simpang Tiga Redelong NIA, MNIA, NJA
18.| PN Sinabang MIA MNIA, NiA
19.| PN Singkil 50,005 NI, NiA
20.| PN Sukamakmue 100,00% | 10000% | 100,00%
21.| PN Takengon NI, I, MiA,
22 | PN Tapaktuan NiA NIA MIA
Rata- rata 82,14% 98,83% 99,65%
Grafik 21. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara Prodeo
yang diselesaikan tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat diihat bahwa Pengadilan
Negeri Meureudu tidak memiliki target, target rata-rata nasional sebesar

92,14%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0%, lebih kecil dengan
dari rata-rata nasional sebesar 98 B3%, dengan capaian pada Pengadilan
Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dari rata-rala capaian nasional

sebesar 99 65%.




Pada tahun 2024 indikator persantase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan tidak ditargetkan (nfa) karena tidak tersedianya anggaran
pada DIPA 03 tahun 2024, namun pencatuman Indikator ini akan selalu ada
sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat
pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang
bahwa manusia sebagai mahkluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang
sama sebagai warga negara Republik Indonesia (No Barrier In Law).

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tidak
permah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga aggaran yang sudah
disediakan pada tahun-tahun sebelumnya untuk perkara yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan juga harus direvisi pada kegiatan lain yang lebih
membutuhkan, sehingga sejak tahun 2019 Pengadilan Negeri Meureudu tidak
lagi diberikan anggaran untuk perkara yang diselesaikan di luar Gedung
pengadilan karena bdak pemnah terealisasi. Berikut rincian capaian indikator
persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan yang
diselesaikan selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka
menengah.

Tabel 56. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
tahun 2020-2024

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan perkara
yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan tahun-tahun sebelumnya
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adalah sebagai benkut :
Grafik 22. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

tahun 2020-2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat bahwa indikator persentase

perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan selama periode
renstra 2020-2024 tidak pernah terealisasi. Sejak tahun 2019 sampai dengan
tahun 2024 Pengadilan Negen Meureudu tidak memiliki anggaran untuk perkara
yang diselesaikan di luar gedung pengadilan karena pada tahun-tahun
sebelumnya anggaran uniuk perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan tidak pernah terealisasi.

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagal patokan alau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
banchmarking dianggap sebagai praktik belajar dar organisasi lain. Tujuan dan
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan
operasiocnal dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Neger Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian
hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini -

Tabel 57. Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara yang diselesaikan
diluar gedung Pengadilan tahun 2024

Target(%) | Realsiasi{%) | Capaian{%)
PN Banda Aceh 100,00% | 100,00% | 100,00%
PN Birewen MiA Bl T
PN Blangeksjeran NIA MIA NIA




4. | PN Blangpidie NIA NIA NiA
5. | PN Calang NiA A MIA

6 | PN g NIA N/A NI

7. | PN Jantho NI A NIA

8. | PN Kuala Simpang 100,00% | 100,00% | 100,00%
9. | PN Kutacane M NIA NIA
10.| P Langsa NA NIA N,
11. | PN Lhokseumawe NIA NIA NI
-'II. P Lhoksukon A MIA M
13. | PN Meulabch [ T7-Y MiA A,
14. | PN Meureudu NIA NIA ™
15.| PN Sabang NIA NIA NIA
16. | PN Sigli WA A MiA
17.| PN Simpang Tiga Redelong NIA MIA N/A
18.| PN Sinabang 100,00% | 10000% | 100,00%
18.| PN Singkil 75,00% 85,168% 126,91%
20.| PN Sukamakmue NIA NiA NIA
21| PN Takengon NIA WA A
22 | PN Tapakiuan " NIA M
[ Pista- rata 93,75% 98,80% 106,73%

Grafik 23. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara yang
diselesaikan diluar gedung Pengadilan tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihal bahwa Pengadilan
Negen Meureudu tdak memiliki target, target rata-rata nasional sebesar
93,75%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sabesar (%, lebih kecl dengan
dari rata-rata nasional sebesar 98 80%, dengan capaian pada Pengadilan
Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dan rata-rata capaian nasional




sebesar 106,73%.

Indikater Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan banluan hukum (Posbakum) adalah mengukur
perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Jumlah Permohonan
Layanan Hukum. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman
pemberian layanan hukum bagi masyarakal tidak mampu di Pengadilan,
golongan tertentu adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Pengadilan Negen Meureudu pada tahun 2024 memiliki anggaran Pos
Bantuan Hukum sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah. Pada
awal tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu telah membuat nota
kesepakatan dengan lembaga bantuan hukum ARUMN sebagai LBH pemberi
layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Meureudu selama tahun anggaran
2024 yang tentunya LBH tersebut sudah dipilih melalui seleksi calon lembaga
pemben layanan posbakum yang dilaksanakan pada akhir desember 2023 oleh
tim yang sudah ditunjuk melalui surat keputusan ketua Pengadilan Meger
Meureudu,

Pengadilan MNegeri Meureudu juga sudah menyediakan ruangan bagi
petugas pos bantuan hukum untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat
pencari keadilan, yaitu dapat berupa pendampingan penasehat hukum,
pemberian informasi dan bantuan pembuatan dokumen, Untuk tahun 2024
Pengadilan Neger Meureudu menargetkan seluruh Masyarakat kurang mampu
yang datang dan membutuhkan layanan bantuan hukum dapat terlayani 100%
Untuk melihat jumiah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum dapat dilihat pada tabal berikut :

Tabel 58. Capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2024




Pada data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2024 terdapat 69 pencari
keadilan golongan lertentu yang mengajukan untuk mendapatkan layanan
bantuan hukum dan seluruhnya telah mendapatkan layanan bantuan hukum
sesual dengan yang mereka dibutuhkan. Layanan bantuan hukum yang
didapatkan seluruhnya adalah hanya sebatas konsultasi, baik konsultasi
mengenai perkara maupun persidangan Hasil pencapaian selama periode
renstra 2020-2024 dengan targel jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 58. Capaian indikator persentase pencari keadilan golongan lertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2020-2024

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik maka Pelayanan Posbakum
Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :
Grafik 24. Pelayanan Posbakum Tahun 2020-2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas indikator persentase pencar
keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun
20:20-2024 selalu mencapai 100% dalam arti seluruh pencari keadilan golongan
tertentu yang membutuhkan layanan bantuan hukum dapat terlayani dengan
baik. Dalam menjalankan kegiatan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang
dianggarkan meilalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu, yang dalam
pelaksanaannya bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang akan
memberikan jasa pelayanan dalam bidang hukum. Biaya yang dianggarkan
pada DIPA 03 untuk kegiatan Pos Bakum tahun 2024 adalah Rp. 28.000.000 -
{dua puluh delapan juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar 100%.

Perbandingan dengan capaian kinerja (benchmarking) dilaksanakan
sebagal patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
benchmarking dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
seébagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negen Meureudu
akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian
hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 60. Capaian Kinerja Nasional Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum tahun 2024

Target(%) | Realsiasi{%) | Capaian(%)
1. | PM Banda Aceh 100,00% | 10000% | 100,00%
2 | PN Bireuen 100,00% | 100,00% | 100,00%
3. | PN Blangekejeren 100,00% | 10000% | 100,00%
4. | PN Blangpidie 100,00% 100,00% 100,00%
5. | PN Calang 100,00% | 10000% | 100,00%
B | PM Idi 100, 00% 100,00% 100,005
7. | PH Jantho 100, 00% 100,00% 100, 0056
8. | PN Kuala Simpang 100,00% | 100,00% | 100,00%
8. | PN HKuilacane 82, 00% 100,00% 108, 70%
10.| PM Langsa 100,00% | 10000% | 100,00%
11.| PN Lhokseumawe 100,00% 100,00% 100,00%
12.| PN Lhoksukon 10000% | 100,00% | 100,00%




13. | PN Meulaboh 100,00% 100,00% 100,00%
14.| PN Meureudu 100,00% 100,00% 100,00%
15.| PN Sabang 100,00% 100,00% 1?::,%
16.| PN Sigil - 100,00% 100, 00% 1&5,0&%
17.| PN Simpang Tiga Redeiong | 10000% | 10000% | 10000%
18.| PN Sinabang 10:0,00% 100,00% 100,00%
19.| PN Singkil 10:0,00% 100,00% 100,00%
20. | PN Sukamakmue 100, 00% 100,00% 100,00%
21.| PN Takengon 10000% | 100,00% | 100,00%
22.| PN Tapaktuan 100% 100% 100%
Rata- rata 99,64% 100% 100,40%

Grafik 25 Capaian Kinerja Masional indikator Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan
Negen Meureudu memiliki target 100%, target rata-rata nasional sebesar
99 64%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, sama dengan
dari rata-rata nasional sebesar 100%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri
Meureudu sebesar 100% lebih kecil dar rata-rata capaian nasional sebesar
100,40%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan unfuk
mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
{Posbakum) adalah sebagai berikut .

a Adanya sarana dan prasarana yang disediakan untuk petugas
POSBAKUM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
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yang membutuhkan bantuan hukum.

b. Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 untuk pelaksanaan
POSBAKUM.

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang
keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase pencar keadilan
golongan terteéntu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah -

a) Adanya sosialisasi yang dilakukan melalui Website Pengadilan
MNegen Meureudu, brosur dan media sosial lainnya dengan
memberikan informasi mengenai Posbakum bagi masyarakat
golongan tertentu yang membutuhkan.

b) Adanya Pembagian petugas piket posbakum agar tidak terjadi
kekosongan sehingga seluruh Masyarakat yang datang dapat
terlayani dengan baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan

dilakukan hal-hal sebagai berikut.

a) Meningkatkan akses keadilan terhadap masyarakat pencar keadilan
(acces to justice) pengadilan negeri agar menempatkan ruangan
posbakum berdekatan dengan PTSP.

Tabel 61. Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Tahun 2024




Analisis atas capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti | Dieksekusi) adalah sebagai berikut -

Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak
lanjuti (dieksekusi) merupakan perbandingan antara jumlah eksekusi perkara
pardata yang telah selesai dilaksanakan dengan jumiah permohonan eksekusi.
Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan indikator kinerja persentase putusan
perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) minimal dapat terealisasi 80%
dari seluruh jumiah permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2024. Untuk
mefihat jumlah permohonan ekskekusi yang masuk dan target yang terealisasi
pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 62. Capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang
ditindak lanjuti (dieksekusi) tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihal bahwa pada tahun 2024 hanya ada 1
permohonan eksekusi Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 9 September
2024 dan eksekusi diselesaikan dengan pencabutan pada tanggal 6 Desember
2024, Sehingga target indikator kinerja persentase putusan perkara perdata
yang ditindak lanjuti (dieksekusi) pada tahun ini dapat tercapal dan melampaui
larget yang ditetapkan. Untuk melihat perbandingan capaian indikator kinerna
persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) tahun
2024 selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah dapat
dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 63. Capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang
ditindak lanjuli (dieksekusi) tahun 2020-2024

- i I—l-..
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Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik persentase putusan perkara
perdata yang ditindak lanjuti (diekseksui) Tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut
Grafik 26. Jumilah putusan perkara perdata yang sudah bht dan dimchonkan
untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2020-2024
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Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa
hasil capaian pada indikator persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti
dalam kurun wakiu 5 tahun lerakhir mengalami peningkatan dar tahun
sebelumnya. Seperti yang teradi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023
persentase perkara perdata yang dieksekusi tidak terealisasi karena tidak ada
perkara perdata yang dimohonkan eksekusi. Hal tersebut disebabkan karena
beberapa perkara yang dimohonkan eksekusi terkendala oleh panjangnya
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proses pelaksanaan eksekusi diantaranya saperti munculnya perlawanan atau
bantahan dari pihak tergugat yang mendaftarkan perkara tersebut ke
pengadilan sebagal perkara bentahan/perlawanan sehingga proses eksekusi
harus dihentikan sampai proses perkara bantahan/perlawanan tersebut selesai.
Selain itu adanya kendala dilapangan yaitu kesadaran hukum masyarakat yang
masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat
keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk
upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela para pihak,
namun kesadaran masyarakal tetap menjadi bagian penting karena efektivilas
penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum
masyarakal Pada tahun 2024 permohonan eksekusi yang masuk hanya 1
perkara dan dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala, namun perkara
tersebut dicabut.

Perbandingan dengan capaian kinefrja (banchmarking) dilaksanakan
sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep
banchmarking dianggap sebagai prakiik belajar dar organisasi lain. Tujuan dari
benchmarking yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan
sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan
operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu
akan bisa menamukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian
hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 64, Capaian Kinerja Nasional Persentase Putusan Perkara Perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Nn.l  Satuan Keda

1. | PM Banda Aceh

2. | PN Bareusn

3. | P Blangekejaren 20,00% NIA NIA

4 | PN Biangpidie 100,00% 100,00% 100,00%
5 | PN Calang 75,00% 100,00% | 133.33%
8. | PMidi 5000% | 100,00% | 200,00%
T. | PN Jantha 100,00% 100,005 100,00%
8. | PM Huala Simpang 100,00% NJA NIA

8. | PN Kulacane 25.00% 50,00% 200,00%




10.| PM Langsa 50,00% 100,00% 200,00%
11.| PN Lhokseumawe 10,00% 100,00% 1000,005%
12 | PN Lhoksukon 50,00% 100, 00% 200,00%
13. | PN Meulaboh E,GEIE_ M MR
14| PN Meureudu 80,00% 1‘II.E:I% 125,00%
15.| PN Sabang 20,00% 100,00% 500,00%
16.| PN Sigl 30,00% 85.71% 285,70%
17.| PN Simpang Tiga Redaiong 5,00% MIA, N/A
18.| PN Sinabang 100, 00% MNIA MiA
18| PN Singkil 33,00% 100,00% 303,03%
20| PN Sukamakmue 100,00% 100,00% 100,00%
21.| PN Takengon 50,00% 33,00% 68,00%
22| PN Tapakiuan 10 A& M,
Rata- rala 96,18% 21,79% 241,99%

Grafik 27. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2024
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Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan
Negeri Meureudu memiliki target B0%, target rata-rata nasional sebesar
96,18%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, lebih besar dari
rata-rata nasional sebesar 91, 79%, dengan capaian pada Pengadilan Negen
Meureudu sebesar 125% lebih kecil dan rata-rata capaian nasional sebesar
241,69 40%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan wniuk
mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase
putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti [dieksekusi)adalah sebagai
berikut :

a Adanya biaya perkara yang bersumber dar pihak ketiga yang




digunakan untuk biaya proses perkara sampai perkara tersebut
selesai

b. Adanya SOP sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan prosedur

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang

keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase putusan perkara perdata
yang ditindak lanjuti (diekseksui) adalah :

a) Adanya koordinasi yang baik antara Panitera, Jurusita, dan
Masyarakal serfa para aparatur yang terkait dalam pelaksanaan
eksekusi.

b) Adanya koordinasi yang baik antara Panitera dan Ketua terkait
tindaklanjut dari setiap proses pelaksanaan eksekusi,

¢) Tidak adanya perawanan atau bantahan dari pihak termohon
sehingga pelaksanaan eksekusi tetap dapat dilaksanakan tanpa
kendala.

Lintuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencar
keadilan melalui penandatanganan pakta integritas.

b) Membuat jadwal atau rencana pelaksanaan eksekusi serta
memperkuat koordinasi dengan Ketua terkait kendala yang dihadapi
pada saat proses pelaksanaan eksekusi.



B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menjalankan tugas dan
fungsi peradilan dengan didukung anggaran yang telah dianggarkan selama 1
tahun. Total alokasi anggaran pada awal lahun 2024 adalah Rp
4.093.120.000,- (Empat milyar Sembilan puluh tiga juta semratus dua puluh ribu
rupsah). Namun terdapat revisi sehingga pagu akhir menjadi Rp.
4.408.430.000,- (empat milyar empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh
ribu rupiah). Perbandingan realisasi anggaran Pengadilan Negeri Meureudu
tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 65. Realisasi anggaran Pengadilan Neger Meureudu tahun 2020-2024

Rp. % Rp. %
2020  4.158357.000 3793923078  9124% 364433363 876%
2021  4.322767.000 4281103945  99,04% 41683055 0,96%
2022  13504199.000 13433860184  99.48% 70338816 052%
2023 30.850.695.000 30.796.278.870 89982% 54416130 0,18%
2024 4409430000 4332143911  08.25% 77.286.089 0,75%

Grafik 28. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024
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1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program
1.1 Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen berasal dari DIPA 01 Badan Urusan
Administrasi. Pada awal tahun 2024 Pengadilan Negen Meureudu
mendapatkan anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.093.120.000.- (Empat milyar
Sembilan puluh tiga juta serratus dua puluh ribu rupiah), namun terdapat
pengurangan anggaran sebesar Rp. 900.000.000 - (Sembilan ratus juta rupiah)
karena revisi kelebihan belanja gaji dan tunjangan pegawai, kemudian kembali
mendapatkan penambahan anggaran sebasar Rp. 1.416.310.000 - (satu milyar
empat ratus enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penambahan
belanja modal sebesar Rp. 1.416.310.000,- (satu milyar empat ratus enam
belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga anggaran setelah revisi
menjadi Rp. 4.608.430.000,- (Empat enam ratus Sembilan juta empat ratus tiga
puluh nbu rupiah), kemudian mendapat pangurangan kembali belanja pegawai
sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah). Sehingga Pagu setelah revisi
menjadi Rp.4 509.430.000 - (empat milyar lima ratus Sembilan juta empat ratus
tiga puluh ribu rupian), kemudian mendapat pengurangan kembali revisi terakhir
belanja pegawai sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah), sehingga
pagu setelah revisi terakhir menjadi Rp. 4 409.430.000 - (empat milyar empat
ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Realisasi program dukungan manajemen tahun 2024 dapat dilihat pada
tabel benkut .
Tabel 66. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2024

Rp. %

Belanja Pegawai  1917.147,000 1841854467 D0607T% 77202533 393%
Belanja Barang  1,075.973,000 1,074,183470 99 83% 1.788521 0,17%
Belanja Modal 1416310000 1416105965 0099% 204035 001%
Jumiah 4.409.430.000 4332143911 9825%  T77.286.089 1,75%

Selanjutnya, perbandingan realisasi program dukungan manajemen
selama periode renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 67. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
Tahun 2020-2024

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

Tahun (Rp)

% Rp
4158357000 3793923078 91.24% 364433363 B,76%
2021 4322787000 4281103845 9904%  41683.055 0,96%
2022  13504.199.000 13.433860.184 0948% 703388168 052%
2023 30850695000 30.796.278870 99B2% 54416130 0,18%
2024 4.409.439.000 4.332.143.911 98.25%  77.286.089 0,75%
Grafik 29. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
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1.2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum berasal dari DIPA 03 Dirjen
Badan Peradilan Umum. Pada awal tahun Pengadilan MNegeri Meureudu
menenma alokasi anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 97.000.000, - (Sembilan puluh
tujuh juta rupiah). Kemudian ada pengurangan karena revisi belanja perjalanan
dinas dalam kota sebesar Rp. 6.930.000.- (enam juta Sembilan ratus tiga puluh
ribu rupiah) sehingga pagu revisi terakhir menjadi Rp. 90.070.000,.- (Sembilan
puluh juta tujuh puluh ribu rupiah). Anggaran pada program ini dipergunakan
untuk belanja barang dalam rangka penyelesaian perkara pidana di antaranya
untuk biaya operasional mulal dar pendaftaran, pemeriksaan sidang,
pengiriman salinan putusan, minutasi, upaya hukum serta adanya belanja




barang berupa |asa yang digunakan untuk posbakum bagi masyarakat yang

membutuhkan Realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum
adalah sebagai berikut :

Tabel 68. Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan
Hukum Tahun 2024

Rp. % Rp. %

Penegakan
dan Pelayanan  90.070.000 80968500 9992% 1000 008
Hukum



Selanjutnya, perbandingan realisasi program penegakan dan pelayanan hukum
salama periode renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 69. Realisasi Anggaran Program penegakan dan pelayanan hukum

%
99.92%
98 57%
99,03%
89.17%

Tahun 2020-2024
Tahun An %E';t:{mi Realisasi
' Rp
2024 90.070.000 B9.998.500
2023 832.000.000 91.670.000
SL¥¥. 95.031.000 841078950
2021 87.210.000 B6. 482 933

Grafik 30. Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
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Anggaran program penegakan dan pelayanan hukum merupakan
anggaran yang disediakan untuk menunjang kinerja dibagian kepaniteraan
dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Meureudu yang
dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut mengalami beberapa
kendala yaitu terdapat kekurangan dan kelebihan anggaran pada suatu
kegiatan, maka perlu dilakukan revisi atau pergeseran anggaran dar kegiatan
lain untuk menunjang agar seluruh kegiatan dalam proses penyelesaian
perkara dapat tercapai secara maksimal dan tepat sasaran. Adapun kegiatan-
kegiatan yang mengalami kekurangan dan kelebihan anggaran dan periu

dilakukan revisi adalah sebagai berikut

1. Akun belanja barang persediaan barang konsumsi senilai Rp. 31.753.000.
belanja kebutuhan ATK program penegakan dan pelayana hukum.

Sisa Anggaran

Rp %
71.500 0,08%
1.320.500 1,43%
923050 0,7%
727.067 0,83%
76.000 0,08%

Lld4

023




2 Akun belanja baham untuk kegiatan penggandaan dan penjilidan berkas
perkara pada saat pendaftaran berkas perkara.

3. Akun belanja perjalanan dinas dalam kota kegiatan pengiriman penetapan
han sidang, pengiiman surat penahanan dan perpanjangan penahanan,
pengiriman petikan dan salinan putusan.

4. Akun belanja pengiriman surat dinas pos pusat kegiatan pengiriman surat
penahanan dan perpanjangan panahanan dan penginman petikan dan
salinan putusan.

5. Akun belanja bahan untuk kegiatan Konsumsi makan terdakwa, kegiatan
persidangan secara offline., anggaran tersebut dianggap periu wntuk
mambiayai makan lterdakwa pada saat persidangan offiine.

Tabel 62. Rincian Realisasi Anggaran Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum Tahun 2024
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Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran

2024 yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran,
antara lain:

1)

2)

3)

4)
3)
8)

7

9)

Melakukan reviu terhadap DIPA tahun anggaran 2024 yang sudah
disahkan, dan dalam hal diperiukan agar segera mengajukan usulan
revisi DIPA

Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas
waklu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat
diminimalisir.

Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana
yang akan direalisasikan pada Halaman |ll DIPA

Segera melakukan penginputan kegiatan pengadaan ke dalam aplikasi
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Fenunjukan Pejabat Perbendahararaan.

Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus.

Melakukan percepatan proses pengadaan barangfjasa (PBJ).
Melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal

Melaksanakan belanja sesual dengan rencana kebutuhan yang
dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian
tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Biaya Proses Perkara (Non APBN)

Biaya proses penyelesaian perkara adalah biaya perkara yang digunakan
untuk penyelesaian perkara perdata diantaranya perdata gugatan, perkara
perdata permochonan, perkara perdata gugatan sederhana, perkara perdata
bantahan dan permchonan eksekusi yang bersumber dari pihak ketiga atau
pihak berperkara. Untuk biaya perkara perdata permochonan sebesar Rp.
110.000,- (Seratus sepuluh ribu) perperkara yang digunakan untuk biaya
pendaftaran, ATK, PNBP relaas panggilan pertama, materai dan redaksi
Sedangkan untuk biaya perkara gugatan disesuaikan dengan biaya per radius
berdasarkan SK Ketua tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada
Pengadilan Neger Meureudu
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Tabel 70. Rincian Biaya Perkara Pihak Ketiga (Non APBN) Tahun 2024
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Biaya perkara yang dikelola selama tahun 2024 terdin dar biaya perkara
masuk sebesar Rp. 45 466.000 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh
enam ribu rupiah). Biaya tersebut berasal dari biaya pendaftaran perkara
perdata gugatan, perkara permohonan, perkara bantahan dan perkara gugatan
sederhana. Biaya pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp. 43.586 200 (empat
puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang
dipergunakan antara lain unluk biaya pendaftaran, ATK, relaas panggilan
pertama, redaksi, materal untuk perkara permohonan, sedangkan unfuk
perkara gugatan pengeluarannya sama dengan perkara permohonan hanya
saja ada tambahan biaya relaas panggilan, pemeriksaan selempat
sertafAnalisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

2.1 Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebesar
899.08% seperti yang terlihat pada tabel di atas. Sedangkan realisasi sasaran
strategis adalah sebesar 83, 95% seperti yang terihat pada tabel di atas.
Terdapal minus efisiensi sebesar 15,13% (hasil pengurangan realisasi kinerja
dengan realisasi anggaran), namun angka tersebut minus tidak realistis. Hal ini
dikarenakan capaian pada indikator perkara perdata yang berhasil dimediasi
tidak satu perkara pun berhasil dan capaian pada indikator perkara anak yng
diselesaikan dengan diversi juga tidak berhasil sehingga hasil capaian minus
yang mengakibatkan total capaian sasaran strategis berada di angka yang tidak
realistis atau tidak memenuhi kriteria SMART. Namun apabila dinilai dan kritera




dalam format analisis efisiensi anggaran pada lampiran LKE AKIP SK KMA
Nomor B7B/SEK/SKMNIIM2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Dibawahnya kegiatan,
penaganan perkara pada Pengadilan Negeri Meureudu dapat disimpukkan
efisien karena capaian kinerja fisik 8395% < capaian realisasi anggaran
88,08%.

Untuk meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal
sabagai berikut:

1) Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan Negeri
Meureudu.

2) Penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

3) Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan
memanfaatkan SIPP, e-court dan e-berpadu dalam proses administrasi
perkara;

4) Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang
dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian
tagihan dan pengajuan Sural Perintah Membayar (SPM).

2.2 Analisis Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa
Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri mendapatkan 3 paket anggaran
belanja modal berupa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran senilai Rp.
1.416.430.000- dan penambahan nilai gedung dan bangunan senilai
Rp.554.810.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 71. Rincian pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tahun 2024




Tabel 72 Rincian pengadaan Belanja Modal pembangunan gedung dan
hniunnn tahun 2024

Dalam kegiatan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa
genset, stabilizer dan belanja modal penambahan nilai gedung sudah
dioptimalisasi ke belanja barang berupa kursi kerja pimpinan, Meja Kerja, Web
Came, Camera Digital dan Televisi hasil dari kelebihan pengadaan Genset,
stabilizer dan bangunan, namun pengeraan tetap sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan bahan yang berkualitas.

2.3 Efisiensi Biaya Perkara

Efisiensi biaya perkara hanya dihitung unluk perkara pidana,
dikarenakan termuat dalam DIPA Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024
Efisiensi biaya perkara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 73. Taﬁ dan Realisasi ﬁ Perkara Tahun 2024
B ot | wsre | oossn | [ssewan || doisrer

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi biaya per
perkara. Dengan anggaran kegiatan perkara hukum perseorangan yang
dianggarkan sebesar Rp. 60.570.000- yang ditargetkan untuk penyelesaian
100 perkara, Pengadilan Negen Meureudu berhasil menyerap 60.538.500 -
(enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk
menangani 58 perkara pidana dengan biaya per perkara sebesar Rp. 1.043.767
dari semula Rp. 605700,
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2.4 Efisiensi SDM
Salah satu bentuk optimalisasi SDM internal selain  melalui
pengembangan kompetensi adalah melalui penataan komposisi SDM.

Kompaosisi SDM jabatan inti (core) dan jabatan penunjang (support) yang tepat

dapat menjadi indikator penting seberapa efektif dan efisiennya SDM dalam

sualu organisasi. Penataan komposisi Jabatan SDM Core-Support pada

Pengadilan Negeri Meureudu dilaksanakan sebagai wujud sinergi antara fungsi

organisasi dan SDM. Komposisi SDM pada tahun 2024 adalah sebanyak

66,67% tenaga teknis dan 33,33% tenaga non teknis. Dalam pemenuhan

komposisi dimaksud, telah dilakukan langkah-langkah seperti -

a Menampatkan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai pada jabatan yang
dibutuhkan dan memberikan kewenangan pada SDM tersebut untuk
merangkap jabatan apabila dianggap mumpuni dan sanggup mengemban
lebih dan 1 jabatan.

b. Memprioritaskan pengisian jabatan melalui mutasi pada formasi kelompok
jabatan core.

c. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan Pegawai dan
Hakim dalam kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi dan sebagainya.

d. Melakukan redistribusi temaga PPNPN dengan tepat sesual dengan
kebutuhan jabatan khusunya pada bagian teknis.

137



BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024 merupakan
hasil pencapaian selama tahun 2024 yang menyajikan 4 (empat) sasaran
strategis yaitu (1) Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel, (2) Peningkatan Efekiivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; (3)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; dan
(4) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Secara umum rata-rata seluruh indikator kinerja dapat tercapai dengan
baik karena memperoleh rata-rata capaian 8395%. Darl 13 (tiga belas)
indikator yang diperjanjikan seluruhnya namun ada 2 (dua) indikator tidak
tercapal yaitu indikator Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan
indikator perkara yang diselesaikan dengan Mediasi Keberhasilan capaian
tersebut didukung oleh beberapa fakior diantaranya

1) Adanya kebijakan dan SOP yang diterapkan

2) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan pimpinan.

d) Adanya peningkalan kualilas putusan hakim

4) Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana
dan biaya ringan

5) Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS,
SIPP dan MIS

6) Peningkatan kompetensi SOM

7) Adanya hubungan kerja sama yang baik antar pegawai

8) Dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai fakior penunjang dalam
melaksanakan kegiatan.

Meskipun seluruh indikator dinyatakan berhasil namun ada 2 indikator
yang nilai capaiannya tidak berhasil yailu persentase perkara anak yang
diseleasikan dengan diversi dan persentase perkara perdata yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi, hal ini menjadi perbaikan di tahun yang akan
datang. Solusi yang dilakukan adalah membuat perencanaan yang lebih
matang untuk tahun 2025 dengan memperhatikan unsur kriteria SMART dalam
menyusun target kinerja sehingga menghasilkan capaian yang lebih realistis
dalam perhilungan nilai kineranya dan melakukan revisi target apabila
dipariukan tentunya dengan melakukan pemantauan terhadap realisasi kinerja



meialul pengukuran kinerja secara berkala.

Adapun hal-hal yang mengganggu dan menjadi kendala dalam
pencapaian target kinerja atau tujuan adalah :

1) Penyelesaian perkara yang masih melebihi batas waktu sesuai dengan
SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan.

2) Masih tingginya angka perkara yang mengajukan upaya hukum banding

3) Belum diterapkannya evaluasi Kinera secara maksimal.

4) Sistem reward dan punishmemn! belum berjalan dengan maksimal, tidak
ada teguran secara tegas kepada pegawai yang tidak disiplin.

5) Anggaran yang disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sangat
terbatas sehingga beberapa sarana dan prasarana tidak bisa dipenuhi
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada stakehoider.

2. SARAN-SARAN

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut Pengadilan Negeri
Meureudu berupaya untuk melaksanakan ftugas dan fungsinya dengan
melakukan beberapa langkah guna meningkatkan kinera ditahun mendatang,
diantaranya adalah :

1) Memaksimalkan pelaksanakan persidangan sesuai asas persidangan
cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menunda persidangan
maksimal 2 minggu

2) Peningkatan fungsi pengawasan

3) Memaksimalkan pelaksanaan Sistem reward dan punishment

4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghasilkan
putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat

5) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh
segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan
civil society sebagai bahan integral dari pengadilan

6) Peningkatan sarana, prasarana dengan cara mengelola anggaran
secara transparan dan tepat sasaran.

7) Memaksimalkan pelaksanaan checklist Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH).



LAMPIRAN 1. SK TIM PENYUSUN LK;jIP




PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : (b4 /KPN.W1-U21/0T1.3/1/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang S ¥
2
3.
Mengingat S
2.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
MNegara  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Laporan Kineja Instansi
Pemernintah guna memberikan kevakinan mengenai
akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi
kinerja vang berkualitas;

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Meureudu tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;

Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Keduas atas Undang-
Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;




Memperhatikan

MENETAPKAN

KESATU

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformsi Birokrasi;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang

Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
keduas atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
3112/SEK/OT 01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember
2021, Perihal Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjlP} Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
FENGADILAN NEGERI MEUREUDU.

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemenntah [LKjIP)] Tahun 2024 Pengadilan Negeri
Meureudu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dar keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu.

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan
tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2024,

Segala biaya vang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan
dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan
Negeri Meureudu Tahun Anggaran 2024,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peerbaikan
sebagaimana mestinya.

: Meureudu
: 02 Januanr 2025




LAMPIRAN [

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER!I MEUREUDLU

NOMOR
TANGGAL

. “,q SEPNWL-U21/0T1.3/1,/2025
02 Januari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO. NAMA JABATAN JABATAN KET
- DALAM TIM
1. | SAMSUL MAIDI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan | Penanggung
NIP. 19740507 200604 1 003 Negeri Meureudu Jawab
2. | RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, | Hakim Pratama Ketua Tim
S.H. Muda
NIP. 19930529 201712 1 004
3. | DEDEK HERMAWAN, S.T, M.A.P Sekretaris Sekretaris
NIP. 19840307 200904 1 006
4. | MULIANI, S.H. Panitera Anggota
| NIP. 19821120 200904 2 006
2. | ABIDAH, S.H. Panitera Muda Anggota
| NIP. 19671210 1993001 2 005 Pdana 0 |
6. | SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. Panitera Muda Anggota
NIP. 19850215 200502 2 001 Hukum
T | YENI SURIANI, S.Pd., S.H. Plt. Panitera Muda Anggota
NIP, 19880627 200912 2 003 Perdata
8. | MUKMIN, S.E Kasubbag Anggota
|NIF‘. 19850920 201101 1012 Kepegawaian,
Organisasi dan
Tatalaksana.
9. | KHAIRUL UMAM, S.Kom Kasubbag Umum | Anggota |
NIP. 19881023 201101 1 002 dan Keuangan.
10. | TEUKU YUSRIZAL, AMd | Kasubbag Anggota
NIP. 19811101 200904 1 003 Perencanaan,
Teknologi Informasi
dan Pelaporan
(PTIP).
11. | RICO SAPUTRA, S.H. PPNPN /Staf Anggota
Perencanaan,
Teknologi Informasi
dan Pelaporan
- B (PTIP).
pkan di : Meureudu
A anges : 02 Januari 2025

NGADILAN NEGERI MEUREUDU,




LAMPIRAN 2. 5K TIM REVIU LKjIP TAHUN 2024




PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : [}1 /KPN.W1-U21/SK/1/2025

TENTANG

TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

a. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai satu

instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat
Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban
pelaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dalam
pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta
kewenangan vang ada berupa Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instans Pemenntah (SAKIP);

. Bahwa agar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJiP) pada satuan kerja
Pengadilan Negeri Meureudu dapat berjalan dengan baik
dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Reviu Laporan
Sistern  Akuntabilitas Klnerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Tahun 2024,

. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat

Keputusan ini dipandang cakap dan mampu
melaksanakan Tim Reviu Laporan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024;

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman:



Menetapkan

Pertama

Kedua

3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan
Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Sekretariat
Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU TENTANG TIM REVIU LAPORAN SISTEM
AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024,

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Meureudu Nomor : 36/KPN.W1-U21/0T.01.3/1/2024,
tanggal 02 Januari 2024 Tentang Tim Reviu Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun
2023 pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam
jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam
lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF) Tahun
2024 pada Pengadilan Negeri Meureudu;




Ketiga :  Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Keempat :  Apabila dikemudian hari ternyvata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Meureudu
02 Januari 2025




LAMPIRA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NECQERI MEURELDU
Nomor : [} /KPN.WI1-U21/8K/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024

~ Jabatan
No. Nama /Nip Jabatan Dalam Tim
1. | Samsul Maidi, S.H., M_H. " N -
t Pe
NIP. 19740507 200604 1003 | AR
2. | Dedek Hermawan, S.T., M.A.P
Sekretaris Ketua
NIP. 19840307200904 1006
3. | Muliani, S.H. ) A
Panitera o ]
NIP. 19821120 200904 1 006
4, | K Sub Bagian
Teuku Yusrizal, A.Md | epala Su
| Perencanaan, Tl dan Anggota
NIP. 19811101 200904 1 003 |
| Pelaporan
5. | Mukmin, 8.E. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, T
. il Anggota
NIP. 198500202011011012 | Oreanisasi dan Tatalaksana
6. | Khairul Umam, 8. Kom | Kepala Sub Bagian Umum dan p——
NIP. 19881023 201101 1 002 | Keuangan e |
7. | Abidah 5.H. [ N o
' Panitera Muda Pidana Anggota |
NIP, 19671210 199003 2 005 | |
8. | Yeni Suriani, S.Pd., S.H, ' |
- Plt. Panitera Muda Perdata Anggota
NIF. 19880627 200012 2 003
q. I -Ehiu-t; J'ﬁlranﬁa Soraya, S.H.  Panitera Muda Hukum Anggota |
10, | Eggy Novia Sanastasia, A.Md _ , o
- Staf Kepaniteraan Pidana Anggota
NIF. 19961124 202203 2 010 |
Ditetapkan di : Meureudu
Fada Tanggal : 02 Januari 2025

i
g
L. MAIDI

GADILAN NEGERI MEUREUDU,




LAMPIRAN 3. DATA PERKARA PUTUS TAHUN 2024




DATA PERKARA PERDATA PUTUS PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

TAHUN 2024
No|  Momor Perkara Jenis Perkara T : =i ;
Bl Register Bl Status Perkara
1 | 1/Pdt.P/2024/PN Mrn Akta Kematian 03 Jan. 2024 9hari | Minutasitanggal : 11 Jan. 2024
2| 2/PdtP/2024/PNMm | ain-Lain 08Jan.2024 | 10hari | Minutasitanggal : 17 Jan. 2024
3/PdLPf2024/PN Mrn Permohonan Ganti |
3 MNarna __F_I'? lan. _Eﬂld 10 hari l Minutasitanggal : 18 Jan. 2024
4/Pdt.P/2024/PN Mm | Perbaikan Kesalahan
4 Dalam Akta Kelahiran | 09 Jan. 2024 10 hari | Minutasitanggal : 18 Jan. 2024
5/Pdt.Pf2024/PN Mrn Perbaikan Kesalahan
k) Dalarmn Akta Kelahiran | 09 Jan. 2024 10 hari | Minutasitanggal : 18 Jan. 2024 |
6 | 6/PALP/024/PN M | Lain-Lain 10Jan. 2024 | 13hari | Minutasitanggal : 22 Jan. 2024
7 | 7/PdtP/2024/PN M | Lain-Lain 15Jan.2024 | 11hari | Minutasitanggal : 25 Jan. 2024
g | 8/PdLP/024/PN Mm | Lain-Lain 18Jan. 2024 | 14 hari | Minutasitanggal : 31 Jan. 2024
g | 9/PILP/2024/PN MM | Lain-Lain 19 Jan. 2024 | 1lhari | Minutasitanggal : 29 lan. 2024
10 | 10/Pdt.Pf2024/PN M | Lain-Lain 29Jan. 2024 | Bhari | Minutasitanggal ; 05 Feb, 2024
11 | 11/PdtP/2024/PNMm | Lain-lain 30Jan. 2024 | 9hari | Minutasitanggal : 07 Feb. 2024
12/Pdt.P/2024/PN M | Permohonan Ganti
12 Nama 05 Feb. 2024 17 hari | Minutasitanggal : 21 Feb. 2024
13 | 13/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain | 06Feb.2024 | 15hari | Minutasitanggal : 20 Feb. 2024 |
14/Pdt.P/2024/PN M | Permohonan Ganti
14 Nama 19 Feb. 2024 10 hari | Minutasitanggal : 28 Feb. 2024
15/Pdt.P/2024/PN Mrn | Permohonan Ganti
15 Nama 19 Feb. 2024 10 hari | Minutasitanggal : 28 Feb. 2024
18/Pdt.P/2024/PN Mrn | Permohonan Gant
161 | Nama 21Feb.2024 | 8hari | Minutasitanggal : 28 Feb. 2024
1/PdL.G/2024/PN Mrn Perbuatan Melawan Minutasitanggal ; 06 Mar. %
17 Hukum | 28Feb.2024 | 8hari | 2024
16/Pdi.P/2024/PN Mrn | Permohonan Ganti Minutasitanggal : 04 Mar.
18 Narma 20Feb. 2024 | 14hari | 2024
Minutasitanggal : 07 Mar.
19 | 17/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 21Feb. 2024 | 16hari | 2024
Minutasitanggal : 18 Mar.
20 | 19/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 05 Mar, 2024 14 hari | 2024
Minutasitanggal : 18 Mar.
| 21 | 20/Pdt.P/2024/PN M | Lain-Lain | 05 Mar, 2024 | 14 hari | 2024
| Minutasitanggal : 18 Mar.
22 | 21/PdLP/2024/PN Mm | Akta Kematian 05 Mar. 2024 | 14hari | 2024 -
Minutasitanggal : 26 Mar.
23 | 22/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 08 Mar. 2024 19 hari | 2024
Perbuatan Melawan |
24 | 3/Pdt.G/2024/PN Mrn | Hukum 22 Mar, 2024 | 27 hari | Minutasitanggal : 17 Apr. 2024
Perbuatan Melawan '
25 | 4/Pdr.G/2024/PN Mrn | Hukum 25Mar. 2024 | 24 hari | Minutasitanggal : 17 Apr, 2024
Parbaikan Kesakhan 13 hari | Minutasitanggal : 07 Mei.
26 | 23/Pdt.P/2024/PN M | Dalam Akla Kelahran | 25 Apr. 2024 2024
Minutasitanggal : 13 Mei.
27 | 24/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain 29 Apr.2024 | 1Shari | 2024




s

Minutasitanggal : 22 Mei.
25/Pdt.P/2024/PN Mm | Akta Kematian | 08 Mei, 2024 15 hari | 2024
Permohonan Ganti Minutasitanggal : 16 Mei.
29 | 26/Pdt.P/2024/PN Mm | Nama 08 Mei, 2024 9hari | 2024
Permohonan Ganti ‘Minutasitanggal : 20 Mei
27/Pdt.P/2024/PN Mrn | Nama 08 Mei. 2024 13hari | 2024
Minutasitanggal : 30 Mei.
31 | 28/Pdt.Pf2024/PN M | Lain-Lain 20 Mei, 2024 11 hari | 2024
Perbuatan Melawan
32 | 2/Pdt.G/2024/PN Mrn | Hukum 01Mar. 2024 | B9hari | Minutasitanggal : 05 Jun. 2024
33 | 29/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain 22 Mei. 2024 17 hari | Minutasitanggal : 07 Jun. 2024
34 | 30/Pdt.P/2024/PN Mm | Akta Kematian 30 Mei, 2024 12 hari_ | Minutasitanggal : 10 Jun. 2024
31,/Pdt. PF2024/PN Mm | Permohonan Gantl
35 Nama 30 Mei, 2024 9hari | Minutasitanggal : 07 Jun. 2024
Permohonan Ganti
36 | 32/Pdt.P/2024/PN M| Nama | 03Jun.2024 | 1lhari | Minutasitanggal ; 13 Jun, 2024
Permohonan Ganti
(37 | 33/Pdt.P/2024/PN Mm | Nama 04 Jun, 2024 11 hari | Minutasitanggal : 14 Jun. 2024
Fermohonan Ganti
38 | 34/Pdt.P/2024/PN Mm | Nama 05 Jun. 2024 Shari | Minutasitanggal : 13 Jun. 2024
Permahonan Ganti
39 | 35/Pdt.P/2024/PN Mrm | Nama 11 Jun. 2024 Shari | Minutasitanggal : 19 Jun. 2024
40 | 36/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 24 Jun. 2024 | 12hari | Minutasitanggal : 5 Jul, 2024
41 | 37/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain 24 Jun. 2024 | 12hari | Minutasitanggal : 5 Jul. 2024 |
Perbaikan Kesalahan
42 | 38/Pdt.P/2024/PN M | Dalam Akta Kelahiran | 25 Jun. 2024 | Shari | Minutasitanggal : 3 Jul, 2024
Perbaikan Kesalahan
43 | 39/Pdt.P/2024/PN Mrn | Dalam Akta Kelahiran | 25 Jun. 2024 11 hari | Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
Perbaikan Kesalahan
44 | 40/Pdt.P/2024/PN Mrn | Dalam Akta Kelahiran | 25 Jun. 2024 11 hari | Minutasitanggal : 5 Jul, 2024
45 | 41/Pdt.P/2024/PN Mrn | Akta Kematian 26 Jun. 2024 10 hari | Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
Permohonan Ganti
46 | 42/Pdt.P/2024/PN Mrn | Nama 26Jun.2024 | 10hari | Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
47 | 43/Pdt.P/2024/PN M | Lain-Lain 27 Jun. 2024 13 hari | Minutasitanggal : 8 Jul. 2024
Permohonan Ganti
48 | 44/Pdt.P/2024/PN Mrm | Nama 2 Jul. 2024 10 hari | Minutasitanggal : 11 Jul. 2024
45 | 45/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 2 Jul. 2024 11 hari Minutasitanggal : 12 Jul. 2024
50 | 46/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 3 Jul. 2024 10harl | Minutasitanggal : 12 Jul. 2024
Permohonan Ganti o
51 | 47/Pdt.P/2024/PN Mrn | Nama 4 jul. 2024 13 hari | Minutasitanggal : 16 Jul. 2024
Perbaikan Kesalahan
52 | 48/Pdt.P/2024/PN Mrn | Dalam Akta Kelahiran | 9 Jul. 2024 9hari__ | Minutasitanggal : 17 jul. 2024
53 | 49/Pdt.P/2024/PN Mrn_| Lain-Lain 16 Jul. 2024 14 hari | Minutasitanggal : 29 jul. 2024
54 | 50/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 17 Jul. 2024 15 harl | Minutasitanggal : 31 Jul. 2024
Perbaikan Kesalahan
55 | 51/Pdt.P/2024/PN Mrn | Dalam Akta Kelahiran | 23 Jul. 2024 Shari | Minutasitanggal : 31 Jul, 2024
Perbaikan Keszalahan Minutasitanggal : 08 Agu.
56 | 52/Pdu.P/2024/PN Mrn | Dalam Akta Kelahiran | 10 Jul. 2024 10 hari | 2024
Perbaikan Kesalahan Minutasitanggal : 15 Agu.
57 | 53/Pdt.P/2024/PN Mrn | Dalam Akta Kelahiran | 01 Agu, 2024 | 15hari | 2024
Minutasitanggal : 16 Agu.
58 | 54/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain 07 Agu. 2024 | 10hari | 2024




Perbaikan Kesalahan

Minutasitanggal : 15 Agu.

59 | 55/Pdt.P/2024/PN Mm | Dalam Akta Kelahiran | 07 Agu. 2024 9hari | 2024
Permohonan Ganti | Minutasitanggal : 20 Agu.
60 | 56/PdL.P/2024/PN Mm | Nama 07 Agu. 2024 ldhari | 2024
Perbaikan Kezalahan Minutasitanggal - 20 Agu.
61 | 57/Pdt.,P/2024/PN Mrn | Dalam Akta Kelahiran | 12 Agu. 2024 | 14 hari | 2024
Minutasitanggal : 19 Agu.
62 | 59/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain 12 Agu. 2024 8 Hari | 2024
Permohonan Ganti Minutasitanggal : 22 Agu.
63 | 6O/PdL.P/2024/PN Mm | Nama 12 Agu. 2024 | 11hari | 2024
Permohonan Ganti Minutasitanggal : 22 Agu.
64 | 61/Pdt.P/2024/PN Mm | Nama 12 Agu, 2024 | 11hari | 2024
Permohonan Ganti Minutasitanggal : 30 Agu.
65 | 62/Pdt.P/2024/PN Mm | Nama 21 Agu. 2024 | 10hari | 2024
66 | 58/Pdr.P/2024/PN Mm | Lain-Lain 0B Agu. 2024 | 28hari | Minutasitanggal : 04 Sep. 2024
67 | 63/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain | 29 Agu. 2024 | Ghari | Minutasitanggal : 03 Sep. 2024
Permohonan Ganti
68 | 64/Pdt.P/2024/PN Mm | Nama 29 Agu. 2024 | 20hari | Minutasitanggal : 17 Sep. 2024
69 | 65/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain 30 Agu. 2024 | 11hari | Minutasitanggal ; 09 Sep. 2024
70 | 67/Pdt.Pf2024/PN M | Lain-Lain 19 Sep. 2024 Thari | Minutasitanggal : 25 Sep. 2024
71 | 68/Pdt.P/2024/PN M | Lain-Lain 19 Sep. 2024 12 hari | Minutasitanggal : 30 Sep. 2024
Perbuatan Melawan
72 | 5/Pdu.G/2024/PN Mrn Hukum 25 Apr, 2024 117 hari | Minutasitanggal : 16 Okt. 2024
Perbuatan Melawan
73 | 6/Pdt.G/2024/PN Mrn | Hukum 14 Mei. 2024 | 126 hari | Minutasitanggal : 21 Okt. 2024
Perbuatan Melawan
74 | 7/Pdt.G/2024/PN Mrn | Hukum | 14 Mei. 2024 | 126 hari | Minutasitanggal : 21 Okt. 2024
75 | 66/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 19 Sep. 2024 | 26 hari | Minutasitanggal : 14 Okt. 2024
76 | 69/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 19 5Sep. 2024 | 16 hari | Minutasitanggal : 04 Okt. 2024
77 | 70/Pdt.P/2024/PN Mrm | Lain-Lain 24 Sep. 2024 10 hari | Minutasitanggal : 03 Okt. 2024
78 | 71/Pdt.Pf2024/PN Mrn_ | Lain-Lain 24 5ep. 2024 | 11hari | Minutasitanggal : 04 Okt. 2024
79 | 72/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 15 Sep. 2024 10 hari | Minutasitanggal : 04 Okt. 2024
(80 | 73/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-laln 11 Okt. 2024 8 hari | Minutasitanggal : 18 Okt. 2024
Perbaikan Kesalahan Minutasitanggal : 11 MNav.
B1 | 74/Pdt.P/2024/PN Mrn | Dalam Akta Kelahiran | 29 Okt 2024 | 14 hari | 2024
Minutasitanggal : 11 Nov.,
82 | 75/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 30 Okt. 2024 13 hari | 2024
Minutasitanggal : 11 Mow.
83 | 76/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 30 Okt, 2024 13 hari | 2024
Permohonan Ganti Minutasitanggal : 25 Now.
B4 | 77/Pdt.P/2024/PNMrn | Nama 13 Nov. 2024 9harl | 2024
Minutasitanggal - 22 Nov
85 | 78/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 14 Nov. 2024 9hari | 2024
Permohonan ganti Minutasitanggal : 28 Nov.
86 | 79/Pdt.P/2024/PN Mrn | Nama 20 Nov. 2024 Shari | 2024
Ferbaikan Kesalahan Minutasitanggal : 28 Nov.
87 | B1/Pdt.Pf2024,/PN Mm | Dalam Akta Kelahiran | 20 Nov. 2024 9 hari 2024
38 | 80/PdL.Pf2024/PN Mm Lain-Lain 20 Now. 2024 14 hari | Minutasitanggal : 3 Des. 2024
89 | 82/Pdt.P/2024/PN Mm | Lain-Lain 29 Nov. 2024 | 18 hari | Minutasitanggal : 16 Des. 2024
90 | 83/Pdt.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 2 Des. 2024 12 hari | Minutasitanggal : 13 Des. 2024




Permohonan ganti

91 | 84/Pdt.P/2024/PN Mrn | Nama 3Des. 2024 | 11hari | Minutasitanggal : 13 Des. 2024
Permohonan ganti

92 | 85/Pdt.P/2024/PN Mrn | Nama 10 Des. 2024 | 10 hari | Minutasitanggal : 19 Des. 2024
Permohonan ganti

93 | 86/Pdt.P/2024/PN Mm | Nama 10 Des. 2024 | 10hari | Minutasitanggal : 19 Des. 2024
Permohonan ganti

94 | 87/Pdt.P/2024/PN Mm | Nama 16 Des. 2024 | 9hari | Minutasitanggal : 24 Des. 2024

95 | 89/Pdu.P/2024/PN Mrn | Lain-Lain 24 Des. 2024 | Bhari | Minutasitanggal : 31 Des. 2024

Januari 2024

1 qgadilan Negeri Meureudu




DATA PERKARA PIDANA PUTUS PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

17

M

TAHUMN 2024
No Nomor Perkara Jenis Perkara Tgl Register p Status Perkara
: 1/Pid.Sus/2024/PN Mrn | MNarkotika 05/01,/2024 54 hari | Minutasitanggal : 27 Feb, 2024
) 2/Pid.Sus/2024/PN M | Markotika 05%/01/2024 54 hari | Minutasitanggal : 27 Feb., 2024
3/Pid,Sus/2024/PN Men | Narkotika 11/01/2024 | 55 hari ::;;:“"“"‘““' AN
3
anuushamil?ﬁmf.-
, 4/Pid.B/2024/PN Mrn Pencurian 11/01/2024 | 64 hari Sa
. . .| Minutasitanggal : 15 Mar.
. 5/Pid, B/2024/PN Mrm Pencurian 16/D1/2024 59 hari 2004
Penadahan, . 5
Penerbitan, dan 16/01/2024 | 59 hari ;':::“““"“a' L3 kal
é 6/Pid.B/2024/PN Mrn | Pencetakan
7/Pid.B/2024/PN Men | Pencurian 31/01/2024 | 49 har ;‘:::“’i“““a' il
7
Pemilihan Umum |
Anggota Dewan
10/Pid.5us/2024/PN Perwakilan Rakyat, . | Minutasitanggal : 27 Mar.
Mirn Dewan Perwakilan 18/03/2024 10 har 2024
Daerah, dan Dewan
2 Perwakilan Rakyat
o 8/Pid.Sus/2024/PN Mm | Lalu Lintas 31/01/2024 | 78hari | Minutasitanggal : 17 Apr, 2024
; 8/Pid.Sus/2024/PN Mm | Perlindangan Anak | 23/02/2024 | 55hari | Minutasitanggal : 17 Apr. 2024
11/PidSus/2024/PN | . . . | Minutasitanggal : 22 Mei.
- A Markotika 02/04/2024 51 hari 2024
12/Pid.5us/2024,/PN Minutasitanggal : 15 Mei.
N
y Mrm arkotika 02/04/2024 44 hari P
- | 15/Pid.Sus/2024/PN . Minutasitanggal : 5 Jun.
Markotik
. e ar a 06/05/2024 31 hari 024
13/Pid.B/LH/2024/PN Konservasi Sumber . .
o o Daya Alam 30/04/2024 | 7Bhari | Minutasitanggal : 16 Jul. 2024
14/Pid.Sus/2024/PN
M::-. WA Narkotika 06/05/2024 | 72hari | Minutasitanggal : 16 Jul. 2024
15
16/Pid.Sus/2024/PN Kekerasan Dalam =
, Min Rumah Tangga 06/05/2024 65 hari | Minutasitanggal : 9 Jul, 2024
17/Pid.Sus/2024/PN
# /P Markotika 17/05/2024 48 hari | Minutasitanggal : 3 Jul, 2024




18/Pid.Sus/2024/PN

i Narkotika 30/05/2024 | 49 hari | Minutasitanggal : 17 Jul. 2024
18
19/Pi
!: :n WSUINPN. | kit 30/05/2024 | 49hari | Minutasitanggal : 17 Jul. 2024
19 L
20/Pid Sus/2024/PN
% f SELWP Narkotika 30/05/2024 | 35hari | Minutasitanggal : 3 Jul. 2024
20
":::rﬂ et L Narkotika 30/05/2024 | 35hari | Minutasitanggal : 3 Jul. 2024
21 -
i‘]:fnﬁd.il.ﬁﬂﬂ!dﬂ?ﬂ Markotika 30,/05/2024 56 harl | Minutasitanggal : 24 lul. 2024
22
ﬁr‘;ﬁd'smﬂmm" Narkotika 31/05/2024 | 61hari | Minutasitanggal : 30, Jul. 2024
23
:::‘:id. 024/PM Narkotika 31/05/2024 | 6lhari | Minutasitanggal : 30, Jul. 2024
24
25/Pid 5us/2024/PN _ Minutasitanggal : 14 Agu.
| Lain-lain 11/06/2024 | 65hari | oo
26/Pid.Sus/2024/PN _ | Minutasitanggal : 21 Agu.
., Mm Kesehatan 01 Jul. 2024 52 hari 3034
29/Pid Sus/2024/PN kol 100l 2024 | a1hari | Minutasitangeal : 20 Agu.
4y | M 2024
31/Pid.Sus/2024/PN Narkotika 17 Jul. 2024 36 hari Minutasitanggal : 21 Agu.
Mrn 2024
28
Pid. 4 i : s
SUPKSGSIZGNEN | ki 17103024 | sehan | Vinutesitanggal: 2l Agu
M 2024
29 = o
Sus/2024/PN
i::” it o Narkotika 10Jul. 2024 | SGhari | Minutasitanggal : 03 Sep. 2024
30
: N
:.:TH a fa Narkotika 10 Jul. 2024 | S6hari | Minutasitanggal : 03 Sep. 2024
31
= 30/Pid.B/2024/PN Mm | Penipuan 11Jul. 2024 | 62 hari | Minutasitanggal : 10 Sep. 2024
3 33/Pid.B/2024/PN Mm | Pencurian 17 1ul. 2024 | 70harl | Minutasitanggal : 24 Sep, 2024
Penoemaren Nama 72hari | Minutasitanggal : 16 Okt. 2024
1 | 35/Pid.B/2024/PN M | baik 06 Agu. 2024 AL :
36/Pid.5us/2024/PN .
- Mrn Narkotika 22 Agu. 2024 62 hari | Minutasitanggal : 22 Okt. 2024
1/Pid.Sus- Minutasitanggal : 08 Nov.
g | Anak/2024/PN Men PerindanganAnak: | e oo aoai | #5000 | agag
| 34/pid Sus/202a/PN ' _ _
i Narkotika 24 1uli. 2024 | 133Mari | Minutasitanggal : 03 Des. 2024

Al




37/Pid.Sus/2024/PN : :
Markotik Iz :
" Men arkotika 19 Sep, 2024 103 hari | Minutasitanggal : 30 Des, 2024
38/Pid.Sus/2024/PN i
N e Markotika 19 Sep. 2024 103 hari | Minutasitanggal ; 30 Des, 2024
Pengeroyokan yang
40/Pid.Bf2024/PN Mrn | menyebabkan luka B0 hari | Minutasitanggal : 12 Des. 2024
= ringan, luka berat 24 Sep. 2024
41/Pid 5us/2024/PN . : | :
. Men Perlindungan Anak 24 Sep. 2024 B0 hari | Minutasitanggal : 12 Des. 2024
Fencemaran Nama
42/Pid. Bf2024,/PM M i i :
Y JPid.Bf2024/PN Mrn balk 10 Okt. 2034 63 hari | Minutasitanggal : 11 Des. 2024
s 43/Pid.B/2024/PN Mrn | Penipuan 10 Okt. 2024 70 hari | Minutasitanggal : 18 Des. 2024
Penadahan,
44/Pid Bf2024/FN Mrn | Penerbitan, dan 72 hari | Minutasitanggal ; 24 Des, 2024
s Pencetakan 14 Okt. 2024
i 45/Pid.B/2024/PN Mrn | Pencurian 14 Okt. 2024 72 hari | Minutasitanggal : 24 Des. 2024
46/Pid.Sus/2024/PN : . :
N i Markotika 15 O, S 7o hari | Minutasitanggal : 24 Des. 2024
| a7/Pid.Sus/2024/PN _ -
Markotik 7 ri i ] -
. M arkotika 17 Okt. 2024 6 ha Minutasitanggal : 31 Des. 2024
. 48/Pid.B/2024/PN Mrn | Penggelapan 25 Okt. 2024 S4 hari | Minutasitanggal ; 17 Des, 2024




4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 PERTRIWULAN




MAHEKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Java, Manyang Lancok, Meureudy

Telp/ Fax. (653)-34852409. Pidie Jaya - Aceh 24186

pr=meureudu. godid | evmail 1 pnomearewdsi@gmail oom

IREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI PENGUELURAN KINERIA INTERMAL SECARA BERKALA TAHUN 2024

Nama Satker : Pengadilan Megeri Meureudu
Kepala 5atker : Samsul Maidi, 5.H.,M.H.
Tahun Pelaksanaan 1 2024
“No. tabatan Tigas dan Fungsi | Indikator Kinerja | Perjanjlan Kinerja Tahun 2024 | Target ™1 W2 W3 Twa
1 Etun Wernimpin Terwujudeys Persantase perkara perdata yang 100% 00% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100%
R AT AR Pevadilan yirk G laiai an tepat waklu
tugas dan fungsi padl, trandparan
Pengadian dlam Akuntabel
Frrsaniasg paakars paiima pang 00 e | 100% 0% | 100% 1007 | 1007% o | 100%
— dissbesnian lopat wokiu - - b el — LA
Porsaniase perkara yang boa 1% % 173 1% P, % FrR % [T
mergguraian penceiaian kesddan
Rl alig
Parsanass pericaha yang Boak B B0 96,77 | B0 o0 48 Bk 045 far 85.31%
L - - mengajuian updya hukum banding |
Prrsaiasg perkara yany hiak BE% % 100 BI% 100% m2% 100% B 100
Easasi |
Forsentase perkara pdana anak % 2E% | Wi 5% | WA 5% | oW 25% | NA
yang disslesaien dengan diversi | & it
Index pirsapsl percan baadilan B Bl 9,79 i o903 B FaTR ‘B 1
VNG puss Wiradap layanan |
Peningkatan Pemseniagp saknan pubusan yang 100% 00 | 100 100% | DO | T00% | 100% 100% | 100%
Flakbasita disasmpaikan kepada para pithak
Pengelolasn Wpal i
Penyolesala
Perkara
Foiseraags paris yarg [15% 1% | 0% 5% | ;% TR | MA % | o=
A esmian meaalul mesdian ot Lo LY Iy Fa Realter S,
Meningkatnys Forseriama pHAKLANIAN PEmETian | oo 1005 | 100% 1005 | 100 005 | 100 0% | 100
st peracilan dukungan di bidang .
Al Hl.r-i‘g!-l'l- BuTrbar day




miski dan prasamna
lerpinggirian
Maeningkatnya Porsertase pelaksanaan pembenan | 100% | 100% | 900% | 100% | 100 | 100% | 100% | S00% | T00%
Kepatuhan dukungan dalam manajemen
Lerbaiag putusan mm-um
prngadilan
Walkd Katua Membariy Kelus | Termsudnys Parserzace Perkarn Pevdata yang | 100 | 100% | 100% 100% | 100% 0% | 100% 10 | 100
dalmm Peradian yang deREgRR AN MDA wiaki
e akianakan |pasts, transparan
program kera dan fkurdabal
dan pengavwirssn
Pemsortass poram pdana yang o0 | 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100%
dasisaaikan epal
Jurmiah periarna yang menggunatan | 1% Hith, HiA BiA HiA LT BitA, W& s,
penhekatan kaacilan
%-wmmm a0% 90% | oG,7T% | G0% | S04R | 90% | 7949 | 90% | BSAi%
mEn Uk upiys ke banding
Perertass perkarn yarg boak o 2% | 100% W% | 100% E2% | fo0W | B2% | 100%
upaya huloe kaeasi S
Persantass poriars poana anak FL 25% | NiA 5% | WA % | 0% 5% | WA
Indits parsapa pencan kaacilar B0% | @0 | 9979 | B0% | 9992 | W0% | 5557w | #0% | 100%
yarg puas bevhadap layanan
Peningeatan Femertase syinan W00 | 100m | 100% 00% | 100% 00E | 00% 100 | 100%
Einkavitas dapraaikan bapads pans pihak
PENREN bepat wadu
Penyelesalan
Perkara
Persantass porkara yang 15% % | 0% =% | oe 1 | MA 5 | 0%
dineluaican meialui mecisi
[P———— Peepantass pencan koadian W0% | 100% | 100s 00 | 100% T T 100% | 100%
akses paradilan oy in ey yang maendagal
hagl masyarakat layanan bantuan hukum
miskin dan F oshai)
terpinggickan
Merirgkatrya Persontase pulusan B BO% | M/ 8% | MA B0 | NA BO% | 125%
Kepaliann piitata yang ditifdak linjuti
tErhadap paliass
pngadan - S
Tercapainyn Tercaca: dar e/ salenggarans 00% | 100% | 0% 0% | 100% o0% | 100% DFR | 0%
Thged catam pEngadminsinaan Lpanierasn
pelaisanann Pidara
pemibarian
chikungan dalam
MTIRnDETen
EsblayanaR




Tescaps: dar tersolonggarm T0s | 100 | 100 EEES 0 | 10w 1005 | 100
e adiTare S1F LI ABEANIDTRAN
Prrdats
Tercapas dan fersoienggamym Joir 00 | 100rs oo | o0 100 | 00w 00% | 100%
RAGAIHOTREN
Higam
Taicagnifyg Tedaakinggaraeantyi Eyanan 100 00% | 100% R 100 | 1005 100% | 100%%
sasaman target banSuan Faikum yang
Eresanisse lermonilceing dan teniviiustl Secara
Ay A eriala saita indaporkan
lerhadsp pancan
keaclan goangan
terienky yang
mendapat layanan
Hakim Mamarikea, Teraujudnys TarinKEAnATYa pATRAEE periats Too% | 100% | 00% 00w | 100% 1007 | 100% 1 100%
mamutus dan Peradilan yang yarg cespinsnin lopad wakiu
merrpelesaikan ﬂl'!t‘l,ll‘#‘l‘l-pi"ln
perksra pidans dan Akurilakel
Han parkara
perdata di tingkat
pertama i I !
Tenaksananya penars pidana yang | 100% | 00% | 1 100% | 100% T00% | 1 T00% | 100% -
dselesaikan epal wakt. ]
Terasananya pususan yang 1% 1% Faitdy 1% HiA % | WA T T,
miBnggunakan pendekaten
Fasioralf = i . 1 - _ = :
Taraksananys perkans yang tidak T W% | 96,7 % | #0% | Soa8 % | 945 0% | B531% |
BrisEsananyn yang % 2% | 100W 2R | 10w B | 100w | o2 | 100%
Frukim kasasi
Toraksananyn perkara pidana anak | 25% 25% | WA W | MiA e | 0% 2 | Mk
Tatahaananys pavkis yang 15% 15% | o% 5% | = 5% | H/A 15% | o%
Fanitora Meslaksanakan Terwisuanya Monitoring dan pvaluas pelaksanaan | 100% | 100% | 100% 100% | 100% 00% | 100 100% | 100%
Pembserian Prradian yang petrpedciaan administrasl perkara
dukungan di PENLL, EFRCTpBrET =gt ]
bidang teknis dan | dan Akuntabal
acministradi
perkara seria
menyeletalkan
TurEl-gurit yang
berkaitan dengan
pErwara
MWonitoring dan maluas pelaksanaan | 100% 100% | 100% 0% | 100% T T 0% | 100%
pengelolaan adminkirasi periara
piddras blasa dan bhuss
Mionitoring dan evaiuasi pelaksanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100%
Bdrmiraras beuBngEn pErkars yang
barasals s APBM daiam program
by S ifuangan perkara yang
ditrtapian berdasarkan peraturan




4.1

Panitera Muda
Perdata

10

10 100

1005

leee

00

S

100%

100%

T00% 100%

100%

0% | T00% |

ELLs

00

100%

00

100% 100

pemberitahuan sl pulusan uspaya
fukum kepada para pihak dan
ranyampsiken relial pecpérahan Hi
putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung

1003

100

1005

100

100 100

100%

Pelaesanaan parryimaanan Derkd
periara perdata yang bekum
rmempunyal keluatan buioemn tetap

100

et

105

o3

105 100%

100

10

100

Pelaksanaan perperahan berkay
peraara yang sudah bereekuaten
Fruloam tetsg kepada panifers muda
Fiuilgam

ke

00

00 100%

10

plee

e




L&

Faniters Muda
Fidana

Aghminisrand
parkara di bidang
pidana

Tersuadnya
pengeiolagn
administragl
periara di bidang
pidana secara
iranigafan dan
Akuntabal

PO

100%

100

plute

100

0

e

1005

100%

pl ]

1F:

100

00

100%

—

100%

00% | 100% |

100%

100%

100%

0%

100

100%

A0

1005

100%

100%

100%

100%

100

100%

§

00

100%

100%%

100%

0% | 100%

1003

00

10'%

100%

100

10

A0S

100%

100%

100%

100°%

100

100%

100%

1007%

100%




421 | Analls Perkara Pelaksanaan Terwujudya Perentase pengiuan buku register | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Peradian registrasi perkars | pelsksasn regitrasi | induk perkars paders blasa dan
pidana perkars piduns piclars el
Perienitase pengisian regiter pidana | 100% 1004 | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100
anak dan dhoeril dalam buku registes
indisk anak
Pelaksanaan Terwujudirya Parsendase pelakiian prosey 100% 100% 100%% 100% | 100 100% 100% 100% | 1004
pemarikiaan de | pelaksanaan pamaniksaan dan parsiaahan
penetaahen pemerisaan dan kelengiapan berkas periara pidana
kelenghepen perrelsabarn biata yarg telsh diimpahian oleh
bkt perkara kibingkapan betkay | |okis pEAuntul uimen
pidana prkata pldan
Pelaksanasn Tersrufudopm Persentase pelakisan peryerahan 100% | 100% | 100% | tO0% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100%
perpErahan pelakiaizge borkas prrars pidama biasa yang
bk periara peryorahan borkas | sudak berieluatan Pukom tetap
yang sudah perkara yang sodah | kepadas panitera muds haoum
berkekuistan berkekekiatan
higkisrn Lelap hudeurm ttagp
kepada panibers kepada paniera
masda Frukum s baulosm
Pelaksanasn Terwigudnya Persentass pelaksanaan pembuatan | T00% 0 | 1% wooee | 100% o | 1005 165 | 100%
urusan tata waha | pelabsanaan notulen rapat berjenfang
kepmniberaan urisen Ll sk Erpardterasn
keparmETRin
Prlakeinnan Teraujudms Tertaksanany s pererimesn 0% | 100% | 100% 100% | 100% TOO% | 100% | 100% | 100%
vl ey iy pEnarimaan dan permofnan parkers pidana kel
pangiriman penginman berkis | kedalam SIPF dan Bl register
berkas perara perkara yang
yarg dimohocian | dimobanksn
banding. ket banding, ki din
dan peninjausan peninjauan kembali
oerniball
Persieitaih pefaksanaan penslaahan | 100% 100 | 100k 100% | 100% 100% | 100% 1004 | 100%
kelengkanan beras upaya hukum
banding, kasasl dan PK sebelam
eilirien ki tinghat banding atau
Mahkamah Agung
Periertase pelakipnasn pembustan | 1009 Toom | 100w 00% | 100 100% | 100% | 100% | 100%
fwirfdl pangantar Banding ke
pengadiian tinggl
4137 | Pengeiola periars Pelaisanaan Terwujudeyga Fererias pelakiinann pENEHLE 100 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100
penerimaan lzin prlaksanaan besius register penggeledahan
pengpeledahan DENEETAET
dif parvyidik ebnggeleditgn din
ki perryitasm dar
peridik gy . AR -
Fersentase pelakianasn penghian 100% 100% | 100% 100% | 100% 00% | 1000 Aot | 100%
basdis regisher peryitase




Peldicanaan Termpadnya Persentase perryerahan swat 1005 1009 1005 100%% 100R% 1007 1005 100 100
pemberdtahwan sl | pelatdandgan pengalar Saefinan pubutan iepads
putusan tingkat | pemibweritihuan i | peniters untuk dfands tangini
pertama knpada | putusan tingit
pENURTIT urmum pertama kipada
dan terdakowa penurtut wmum
din 1erdakws . - =
Pelaksaana Terwulucya Persentase penyarahan berkas 00% | 100 | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100%
datribial perkars | pelskaasn distribusl | perkers pidens kepads loetua urtuk
yang tekah perkars yang telah | ditetaplkan magelis hakim yaeg ake
deregisteruntuk | denegister unbuk MamEndnd dan mengads parkara
dheruskan diteruskan kbepada bersebut
kepada ketus ketun majels
FrEES hakim. Fiahiim bardasarian
Esvclanarkan peitapan
P paT penunjukican ketua
perun|ukan rrisgelia hakim dari
reagelis hakim darl | kelus pegadian
ktua pengailan
a3 | Paniteraiuda Wielakiaraian Terwujudnys Pelptsanaan phogumpdan, 1W00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | T00% | 100%
Hykum pangum pulan, paegeiciaan pengelolasn dan penyaien data
pengoiahan dan admirmiras| perara
pervyajlen data perkara di bidang
perkacs, peratasn | R Wetars
ErLp pEriai Crardparas dan
serta pelaporan A tabee
Pelaksanadn peryajian STEisth O T T 100% | 100 100% | 100 100% | 100
DA
Prlksanaan peryLUSunan gan T00% | 100% | fow 100% | 100m 100% | 100% | 100 | 100
penpgiriman prlascran periara
Pelaksanaan parataan penyimparar | 1009 100 | 10 100% | 100% 00 | 100 100% | 100
dan pemeliharaen anlp perkara
PHaksanaan penghimpundn 100% | 100% | t00% 100 | 100% 00 | 100w | 100%m | 100%
pengaduan dari manarakai
Felakianaan panilaian alnarjs 100% 1005 | 00 0% | 100% o0 | TooR | 00% | 1
mﬂmﬁﬁnﬂw
44 | Panitera Perggansl | Mslaksanakan Peningkatan Terlakiararya protes pencatatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 00% | 100% |
Persidangan Penyesiian jalannya perara perdata dan pidana
perkara Pidana perkara dan
din Perdute dan | elektiftas
pEngelplasn pengeiplaan
Agrminisirass plngnh-:.im
Periary periara
Torlaisanryd peryerahan berias 00 | 1009 | 100% 100% | 100 00 | 100% 100w | 100
perkara gugatan dan permohonan
yiug telah diminutial kepada
kepanitenssn Muds perdsts
Terlsksanrya penyerahan berkas 100% | 100% | 100% 100% | 100% 1000 | 100% 0% | 100

perkana Fidana ying lelah diminuas
bgpada kepaniaraan Muda Pidana




S " e - - _  _ __ n

4.5

Maakaanakan

pemanggiian
kepada pihal-
i herperkits
SCara inpai

Terlakzanaeya pamanggian
persidangan kepada para piak

100%

100

1005

100%

100

100

Terlaksananya pemberfahuan Bl
a

=

T00%

100%

00

izt jeir it GACE i ik
Torlaksananya pemanrggilan deiegas
perkara perdata dar pengadilan lain

plu e

100

10

100

Terlaksananya pembssritahiuan
penetapan harl siding

0%

Rl

Teriaksananya pembsritanuan isl
putiEan pevkars pidang

100%

1005

Teraksananya pemanggilan delegas
perkara pidana dari pengudilan lain

100%

1%

00

100

100

100

100

Tadaksananys pefyEaan dan
eluekum

didungan di

BRI,
rRanbasl,
keuangan, S06,
warprin

dh LA
mardjernen dan
pelakianann Tuges
kiphrelaristan

Monitorag dan svaluasi penylapan
bahan pelaksanaan urusan
[DEFENCANIN PrOgram dan anggarsn

0%

§

100%

Mgnitafirg dan evaluasi pelakigan

pengetoisan teknologl informasl dan
stakistic

o0

10

00

Maonnoning B evakiusl
terlaianarya penylapan bahan
peElakipnaan perminliues, evaluaii
dan dokumaentasl farta prlapbran di
lingiungan keseiretariatan

10

100%

100%

100%

00

Mordaring dan gv R ofoian
kopegawaian

100

1005

00

ke

Monioving danm svalugs Byl g
Balan pElARsAnaan panataan
ceganisasl dan tata lakeana

1005

100

1007

100%

1004

10

Montoring dan evaluad peaksanaan
ENEREN SUET METyLnat, arshn,
perfengakapan, rumah tenges,
keamanan, keprobokolan, hubungan
Fasbyarakal dan parpustakiaan

T0Gr

100

10

100%

1005

1

Momitcring dan evialuik piakianaan
Lokl RELAPGAR

100

100

1005

1005

1%

100

100

100%

Eafubhag
KEPORTALA

Mlakiahnkin

Terwijudigs

Periarviiie palakisnabn uruien
ke pagiwsHan

jLEET

100

100

100

1

100

100%

1




ranagETin dan admirésrasi bagan
pelakignasn epegrwatan,
tugin i baglan BfgEniE dan
kpegisalan, tatalaloaras
organtiasl dan
tats sksans
Persentase pelaksanana keglatan YOO O | 00 100w | 100 100% | 100% 00 | 100%
pengelolasn datem informasl
kepegdwaiin
Berentase praksanasn reglatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | t00% | 100%
penEtaan organias din Tath Bkians
[ Kasubbag PP MAelaknanakan Terwnsusdmya Persentae pelaksanasn urusan Wil 100 | 100% 100 100% 100% | 100% TO0% | 100
dukungan keglatan penylapan | penyelengEacasn program dan
manajemes dan bahan FNEEATEn
pelabzanaan prlasanaan,
Dugas o baglan program, dan
perencanaan, arggaran,
Teknologi pengeiolian T, dan
Infesrmasi dan statistic serta
Polaporan peldksanaan
poEmantauan,
evaluai dan
dokumentas terta
pelaporan L ——
Parsertass palaksanaan pongelolaan | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100%
Sysien din jringa T AT e el L o, E.
Parsariase pelaksanaan pengoiolaan | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 00 | 00w 100% | 100%
teknolog) informany dan statatlk
Persantats panylpan bahan W00% | 100% | 100% 100% | 100% | 100 | 100% 00°% | 100%
peedaksanaan pemantauan, evabuas
dan dokumentas] serta pelaporan o Lxoh ety e = o
5321 | Operator Teins Melaksanakan Terwujudmya Perientass teraksananya 00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100%
Tarana dan dukungan negiatan perygeicdaan berfta dan data profil
Pricgrana manajemen dar pengelalan pads webiite peagadian regerl
pelaksanaan wystim informasl Maurgudy
hugas pengeiciaan | can faringan
teknologl dan
indormras)
Terlakaananya segiatar 100% | 100% | 100% | j00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pErniltaraan InEBTHiEl
Perientass teclaksananya kegatan | 100% | 100% | 100% | 10O% | G00% | T00% | T00% | 100% | 0%
sinkronisasi S -
Terlasananys keglatan backup dats | 100% | 100% | 100% | 1O0% | GO0 | 100% | 100% | 100% | 100%
SIPP dan PTSP
Terlsksananya perawatan dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 00
kontrol peracghat jaringen dan 1T
5.3 | Kamubbag Umum Melakanakan Terwujudrya Perientmse penylapan pelaisanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 100%
e Keuangan dubungs kegiatan tuge UL Harat mEnyuril
msnajemen dan pelaksanasn
el tanaan LR LT

menyurat, arsig,




tugas wmum dan ‘tata lelola rumad
gt Largga, kiarmpnen,
ke s ckan,
hummas,
perpusiakaan dan
pengeiolasn
Eugegan L .
i rentame Dahan 100% | 100% | 1% | ToOW | fO0% | 100% | 100w | J00% | 100
Peruentase pelaksanaan begiatan T00% | 100% | 100% | 1007 | 100% | 00w | 100% | 100% | 100%
rurmah
Prrsentate pelsksanaan keglatan 0% | 100% | t00% % | 100% 0% | 100% 0% | 100%
Pt pelaksanaan hubungan W% | 100% | 100% 0% | 100% 0GR | 005 0% | 100
Perientase pelakanaan teglatan 0o% | ) T00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
kEamanan
Persentase bahan pelaksanaan 100% | 100% | 100°% 00% | 100% 100% | 100°%% | 1007% | J00%
perpustaaan
Penentase bakan pengeioaan WeR | 100% | 100% 100% | 100°% 1005 | 100% A | 100
hl:uli":n
531 Saelaksanakamn Tl ahsaraed Fevsariass pengHolaan arsg 100%% 1005 1005% 100% 100 1005 100%: 100% 100%:
dukangan s et dinamili berupa pengurusan Jerat
manajimen din MENYURSL, arsip, antara laln pemertavan peagacahan
purlaksanaan peienghapan, BLral, pERACETaEEn ural dan
fugas arsiparis perpustai@an pered b bribarsian surad
Perseriass pergeielann arsg 00% | 100% | 100R 0 | 100% 100 | 100% 100% | 100%
dinam:, dengan melaioskan
pemberkaan arsip aktlf
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini -

Nama : SAMSUL MAIDI, 5.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Mama : DR. H. SUHARIOND, 5H., MHum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Meureudu, 22 Desember 2023
Pihak Kedua, ,,a-,.*-:-_'FEH_';ak Pertama
Y T
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh ) Negeri Meureudu

e ¥ — I ' 5 -
e TSUHARIONO SAMSUL MAIDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Persentase Perkara Perdata vyang| 100%
Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase perkara pidana vyang| 100%
diselesaikan tepat waktu
Jumlah Putusan Yang Menggunakan | 1%
Pendekatan Keadilan Restoratif
Terwujudnya Proses Peradilan e
yang Pasti, Transparan dan | persentase  Perkara yang Tidak | 90%
Frntptt Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase  Perkara Yang Tidak | 92%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase  Perkara Amak vyang| 25%
Diselesaikan dengan Diversi
Index Persepsi Pencarl Keadilan Yang | 950%
Puas Terhadap Layanan Peradilan
Persentase  Salinan  Putusan vyang | 100%
Peni
SR BV disampaikan ke para Pihak tepat waktu
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara Persentase Perkara yang Diselesaikan | 15%
Melalui Mediasi
Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara Prodeo vyang| N/A
bagi Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan
Persentase Perkara yang Diselesaikan di | N/A
Luar Gedung Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan | 100%

Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)




Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 80%
terhadap Putusan Pengadilan yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Kegiatan Anggaran

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan  Rp. 4.093.120.000
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 0
Mahkamah Agung

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 97.000.000

Meureudu, 22 Desember 2023
Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

r—
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu untuk
Tahun Anggaran 2024 sesuai padoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerfa menjadi tanggung jawab
manajemen Pengadilan Negeri Meureudu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja
telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di
dalam Laporan Kinerja ini.

Meureudu, 10 Februari 2025
Tim Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Neger Meureudu

Pereviu | P% |
an &

§
DEDEK HERMAWAN MULIANI




LAMPIRAN B

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
ROMOR : 1282/5EK/SKEMIF2023

TANGGAL ¢ 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI MEURELIDU

Check
List

Format

. Laporan  Kinerja (LK)  telah

menampilkan dala penting P

L

. LK} telah menyajikan informasi target

kinerja

. LEj telah menyajilkan capaian kinera IP

yang memadai

. Telah menysjikan dengan lampiran

yang mendukung infermasi  pada
badan laporan

. Telah menyajikan upaya perbaikan ke

depan

\

. Telah  menyajikan akuntablitas

keuangan

Mekanizme
penyusunan

. LEj IP disusun oleh unit  kerja yang

memiliki iugas fungsi untuk itu

1S

Informasi yang disampaikan dalam LEj

telah didukung dengan data yang

5

. Telah terdapal mekanisme

penyampaian data dan informasi  dari
unit kedja ke unit penyusun LEj

p

. Telah diletapkan penanggung jawab

pengumpulan datafinlormasi d setiap unit
kerja

\

. Datalinformasi kinerja yang

disampalkan dalam LK telah diyakini
keandalannya

. Analisis/penjelasan dalam LK) telah

diketahui oleh unit kerja terkait

. LIP bulanan merupakan gabungan

partisipasi dari dibawahnya.

Substansi

. TujuanSsasaran dalam LK telah

sesual dengan fujuanfsasaran dalam
perjanjian kinerja

. Tujuan/sasaran dalam LK} telah

selaras dengan rencana strategis

. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak,

maka terdapat penjelasan yang
memadai




4. Tujuan/sasaran  dalam LK  telah
sesual dengan tujuanSsasaran dalam P
Indikator Kinera

5. Tujuan/sasaran dalam L teish _
sesual dengan tujuan/sasaran dalam e
Indikator Kinerja Utama

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,
maka terdapat penjelasan yang .‘_/’
memadai

7. Telah terdapal perbandingan data
kinerja dengan tahun lalu, standar
nasional dan sebagainya yarg v’
bermantaat

B. KU dan K telah cukup mengukur L
tujuan/ sasaran

9. Jika “tidak’ telah terdapat penjelasan o
yang meamadai

10.U dan IK telah SMART L

Meuraudu, 10 Februan 2025

Tim Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu

Perawviu |

EF

DEDEK HERMAWAN

Pereviu |l

MULIANI
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